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ABSTRAK  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa unjuk rasa mahasiswa yang berakhir 

ricuh di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2025, yang 

mengindikasikan bahwa mekanisme penanganan aspirasi masyarakat belum 

sepenuhnya mencerminkan prinsip Good Governance. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana strategi Good Governance diterapkan dalam 

penanganan aspirasi masyarakat berdasarkan enam kategorisasi. Metode yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan 

analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengawasan telah berjalan sistematis melalui mekanisme pencatatan dan 

penerusan aspirasi via RDP maupun surat resmi kepada pemerintah pusat, namun 

dibatasi oleh ketiadaan kewenangan Bagian Fasilitasi Aspirasi untuk menegur 

anggota dewan terkait penanganan aspirasi, transparansi diwujudkan melalui 

keterlibatan masyarakat dalam RDP dan pemantauan berkelanjutan, meskipun 

terbatas pada tahap penerimaan dan penerusan karena keputusan akhir tetap berada 

di tangan pemerintah pusat akuntabilitas tercermin dari mekanisme umpan balik 

berupa surat balasan dan undangan RDP, namun terkendala panjangnya birokrasi 

yang menciptakan kesenjangan persepsi antara masyarakat dengan proses yang 

sesungguhnya berjalan, keberlanjutan dijamin melalui sistem pengarsipan yang 

teratur dan koordinasi aktif antarbagian, meskipun mudah terganggu oleh 

miskomunikasi dan ketidakhadiran anggota dewan piket; efektivitas tertinggi 

dicapai melalui penyerahan surat aspirasi atau audiensi tertutup dengan perwakilan 

terbatas dibanding aksi massa berskala besar serta pelayanan telah berstandar SOP 

namun masih menghadapi tantangan akibat ketidaksepakatan antara ekspektasi 

massa dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi 

Good Governance dalam penanganan aspirasi di DPRD Provinsi Sumatera Utara 

telah berjalan selaras dengan prinsip Good Governance, meskipun belum 

sepenuhnya optimal, sehingga penguatan regulasi internal, pengembangan sistem 

pelaporan digital, dan sosialisasi mekanisme aspirasi yang lebih terstruktur menjadi 

rekomendasi utama guna mewujudkan tata kelola aspirasi yang lebih transparan, 

akuntabel, dan efektif. 

 

Kata kunci: Strategi, Good Governance, Penanganan Aspirasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Penyampaian aspirasi oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk 

partisipasi warga. Partisipasi ini seharusnya menjadi arus utama dalam 

merepresentasikan perubahan selama proses pembangunan di Sumatera Utara. 

Pasalnya, hakikat otonomi daerah antara lain adalah makin dekatnya proses 

pengambilan kebijakan dengan masyarakat serta makin besarnya peluang 

partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan. Yang lebih penting lagi adalah 

sejauh mana masyarakat peduli dan rasa memiliki terhadap kegiatan pembangunan 

di wilayahnya. (Setiyowati dan Ispriyarso, 2019). 

 Rasa memiliki tersebut akan terbentuk apabila aspirasi yang mereka 

sampaikan diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dalam konteks aspirasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, aspirasi ini 

menjadi krusial, dan hasilnya kembali ditujukan demi kepentingan masyarakat 

secara luas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD 

merupakan bagian dari pemerintah daerah yang menjalankan tiga fungsi utama 

untuk membuat peraturan, menyusun anggaran, dan melakukan pengawasan. 

Dalam hal anggaran, DPRD bersama dengan kepala daerah bertugas menyusun dan 

menetapkan APBD setiap tahun.  

 Dalam penyampaian aspirasi masyarakat DPRD Sumatera Utara menjadi 

jembatan utama agar suara masyarakat dapat terdengar sampai tingkat pusat.  
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Banyak cara agar aspirasi tersebut dapat tersampaikan seperti dengan aksi unjuk 

rasa, media daring, media cetak, diskusi kelompok terarah (Focus Group 

Discussion), serta kunjungan langsung ke tengah masyarakat. Misalnya, melalui 

media daring, jika suatu wilayah sudah memiliki platform situs web yang 

memungkinkan warga menyampaikan aspirasi berupa saran, pendapat, atau kritik 

demi kemajuan daerahnya, maka informasi tersebut bisa dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD).  

 Menurut Bank Dunia aspirasi bukan hanya sekadar keinginan tapi 

melainkan suatu kemampuan untuk mempengaruhi dan memberikan dukungan 

dalam keseluruhan proses pembangunan. Sejalan dengan itu kita perlu menekankan 

bahwa dalam praktik penyerapan aspirasi ada langkah kritis yang tidak boleh 

diabaikan adalah menentukan segmentasi masyarakat. Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa keragaman suara dan kepentingan dalam masyarakat dapat 

tertampung secara representatif (Goni, 2019). Lebih mendalam lagi Salman, (2017) 

menjabarkan konsep aspirasi ke dalam dua tingkatan yang berbeda. Pertama adalah 

aspirasi pada tingkat ide, yang merujuk pada berbagai gagasan dan pemikaran lisan 

yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat. Kedua adalah aspirasi pada tingkat 

peran struktural, yang berarti keterlibatan secara langsung oleh masyarakat dalam 

berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan demikian, 

aspirasi tidak hanya berupa masukan pemikiran tetapi juga partisipasi aktif dalam 

aksi nyata.  
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 Berdasarkan pendapat yang diungkapkan Goni (2019), dalam aktivitas 

sehari-hari DPRD, terdapat beberapa bentuk aspirasi masyarakat yang dapat 

disampaikan. Pertama, aspirasi bisa disampaikan secara tertulis melalui dokumen 

resmi yang ditujukan kepada Ketua DPRD. Kedua, aspirasi secara lisan 

disampaikan secara langsung dan terbuka di hadapan para pimpinan atau anggota 

dewan, jika pemohon meminta jawaban secara langsung maka anggota dewan harus 

memberikan tanggapan disaat itu juga, contohnya seperti aksi unjuk rasa . Ketiga, 

terdapat aspirasi perseorangan yang biasanya berupa pernyataan tertulis dari 

individu. Bentuk keempat adalah aspirasi melalui unjuk rasa atau demonstrasi yang 

dilakukan oleh kelompok massa, yang umumnya muncul akibat sikap simpati atau 

antipati terhadap kebijakan pemerintah atau untuk membela kepentingan kelompok 

masyarakat tertentu.  

 Bentuk-bentuk aspirasi ini diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang 

mewajibkan pelaporannya kepada kepolisian setempat minimal 3x24 jam sebelum 

kegiatan dilaksanakan (Goni, 2019). (beritasatu, 2025) menyatakan bahwa telah 

terjadi aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Utara pada tanggal 25 Agustus 

2025. para mahasiswa menuntut agar anggota dewan mengalihkan anggaran 

tunjangan yang berlebihan untuk program yang seharusnya lebih mementingkan 

rakyat. Mereka juga meminta transparansi audit BPK dan KPK. Aksi tersebut 

berlangsung secara ricuh pada akhirnya dan tidak mendapatakan tanggapan medias 

langsung dari perwakilan DPRD saat itu, para mahsiswa yang berdemo merasa 
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aspirasi mereka tidak di dengar dan bahkan terjadi bentrokan dengan aparat 

kepolisian. 

 Dibalik kesuksesan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat menyalurkan 

aspirasi ke pihak pusat pasti terdapat tantangan untuk mewujudkannya. Menurut 

(Gesuri.id, 2025) dalam pertemuan audensi dengan BEM Nusantara anggota dewan 

dari perwakilan fraksi PDIP, Meryl Rouli Saragih, mengatakan pihaknya telah 

menerima berbagai aspirasi dan tuntutan dari berbagai pihak melalui aksi 

demonstrasi termasuk tuntutan 17+8. Terkait dengan tututan nasional beliau 

menyatakan hal tersebut memerlukan proses dan mekanisme dari lembaga legislatif 

maupun eksekutif.  

 Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi publik, kenapa para pendemo sampai 

melakukan aksi yang ricuh seperti yang dinyatakan dalam sumber diatas. Apakah 

penanganan aspirasi di DPRD Sumaera Utara tidak sesuai dengan konsep Good 

Governance, apakah ketidaktersediaan para anggota dewan yang ada di kantor 

meyebabkan aksi menjadi ricuh, hal itu bisa saja terjadi dikarenakan kurangnya 

komunikasi antara pihak penanganan aspirasi dengan anggota dewan, tentunya para 

pendemo ingin menyampaikan langsung aspirasi tersebut secara tatap muka.  

 Dengan penerapan prinsip Good Governance yang dilakukan oleh 

pemerintah sangat penting untuk menjamin keterlibatan masyarakat secara efektif 

dalam proses pembangunan. Hal ini tercermin dari peningkatan transparansi dalam 

pelaksanaan pembangunan, akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran 

publik, keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi, serta kemampuan pemerintah 

untuk merespon masukan dan saran dari msyarakat. Di Indonesia, penerapan Good 
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Governance menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Namun dengan 

adanya dukungan kuat dari masyarakat, prinsip ini dapat diterapkan dengan baik 

dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan pembangunan di 

tanah air (Anneke Zehan Puspita Sari et al., 2023). 

 Konsep ini bukanlah sebuah konsep yang baru, melainkan telah diakui atau 

diterapkan banyak negara sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan. Good  

Governance  sendiri  memiliki  empat  pilar utama,  yaitu  transparansi,  

akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Dalam konteks pembangunan, 

keterlibatan masyarakat merupakan elemen yang sangat krusial (Studocu.id, 2022) 

menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah sebuah proses di mana setiap 

individu dalam komunitas mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan 

pendapat serta memengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. 

Menurut (Riyanto & Kovalenko, 2023) menegaskan bahwa partisipasi sekaligus 

menjadi salah satu unsur utama dalam menjaga kesehatan suatu sistem demokrasi.  

 Strategi merupakan rencana aksi yang dirancang untuk meraih tujuan 

spesifik dalam situasi tertentu. Hal ini mencakup pengenalan sumber daya yang 

ada, lingkungan luar yang memengaruhi organisasi, serta kekuatan dan kelemahan 

internalnya. Dengan kata lain, strategi adalah blueprint untuk mengalokasikan 

sumber daya organisasi secara maksimal guna mencapai target yang telah 

ditentukan. Tanpa strategi yang terdefinisi dengan baik, pemeritah cenderung 

bersikap reaktif dan kehilangan orientasi, sehingga mudah terpengaruh oleh 

fluktuasi pasar dan kehilangan keunggulan kompetitif. Di samping itu, strategi juga 

mencakup pemikiran jangka panjang. Pemerintah harus mempertimbangkan 
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sasaran jangka panjang mereka serta dampak jangka panjang dari keputusan 

strategis yang diambil. 

  Dengan memiliki pandangan jangka panjang yang kuat, pemerintah dapat 

menyelaraskan langkah-langkahnya secara konsisten untuk mencapai tujuan 

tersebut. Dalam konteks strategi Good Governance, pendekatan ini sangat relevan 

karena strategi yang efektif mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik, 

seperti transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas atas penggunaan 

sumber daya, partisipasi stakeholder, dan efisiensi operasional, sehingga organisasi 

dapat beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kepentingan 

masyarakat luas. (Hidayah et al., 2024) 

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kurnia et al., 2023) 

memfokuskan kajiannya pada penerapan prinsip Good Governance secara 

menyeluruh di Sekretariat DPRD Kota Bekasi, termasuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Berbeda dengan 

hal tersebut, penelitian ini secara lebih spesifik mengkaji strategi penerapan Good 

Governance dalam konteks penanganan aspirasi masyarakat di Kantor DPRD 

Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam 

orientasi penelitian, di mana penelitian terdahulu menelaah implementasi Good 

Governance secara komprehensif, sementara penelitian ini lebih terarah pada 

strategi dalam satu fungsi kelembagaan yang spesifik, yakni pengelolaan aspirasi 

publik. 

 Dari sisi permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian, penelitian 

terdahulu berangkat dari temuan lemahnya penilaian akuntabilitas kinerja 
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Pemerintah Kota Bekasi oleh Kementerian PAN-RB dan BPK, yang 

mengindikasikan bahwa penerapan Good Governance di Sekretariat DPRD Kota 

Bekasi belum berlangsung secara optimal. Sementara itu, penelitian ini berpijak 

pada peristiwa unjuk rasa mahasiswa yang berujung pada kericuhan di Kantor 

DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2025, yang menjadi indikasi bahwa 

mekanisme penanganan aspirasi masyarakat di lembaga tersebut belum sepenuhnya 

mencerminkan prinsip-prinsip Good Governance. 

 Selain itu, terdapat pula perbedaan dari aspek lokus penelitian. Penelitian 

terdahulu dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang merupakan lembaga 

legislatif pada tingkat pemerintahan kota, sedangkan penelitian ini dilakukan di 

DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan pada tingkat provinsi. 

Perbedaan tingkatan kelembagaan ini membawa implikasi yang signifikan terhadap 

skala permasalahan yang dihadapi, cakupan kewenangan lembaga, serta tingkat 

kompleksitas aspirasi masyarakat yang harus dikelola dan ditangani. 

 Kemudian pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Farhan (2025) 

memiliki tujuan untuk menganalisis pola kolaborasi yang terjalin di antara berbagai 

pemangku kepentingan, yakni Kepolisian, Pamdal DPR RI, Anggota DPR RI, dan 

Peserta Aksi, dalam konteks penanganan kegiatan penyampaian aspirasi 

masyarakat di lingkungan DPR RI. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada 

mekanisme koordinasi dan sinergi antarlembaga yang berlangsung dalam situasi 

unjuk rasa yang terjadi secara nyata di lapangan. Berbeda dengan hal itu, penelitian 

ini diarahkan untuk mengkaji penerapan strategi Good Governance dalam 

penanganan aspirasi di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan 



 
 

 

8 

menempatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sebagai 

indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola yang berjalan. 

 Dari sisi permasalahan yang dikaji, penelitian terdahulu memusatkan 

perhatian pada persoalan konkret yang terjadi di lapangan, khususnya dalam 

peristiwa penyampaian aspirasi pada 22 Agustus 2024 yang berkaitan dengan 

penolakan Rancangan Undang-Undang Pilkada. Dalam konteks tersebut, eskalasi 

konflik dan potensi munculnya tindakan anarkis menjadi tantangan utama yang 

harus dikelola secara bersama oleh berbagai pihak yang terlibat, sehingga 

permasalahan yang dihadapi cenderung bersifat operasional dan situasional. 

Sementara itu, penelitian ini mengangkat persoalan yang lebih bersifat sistemik dan 

kelembagaan, yaitu sejauh mana penanganan aspirasi di DPRD Provinsi Sumatera 

Utara telah sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Persoalan ini muncul 

sebagai respons terhadap peristiwa kericuhan aksi mahasiswa pada Agustus 2025 

yang dipicu oleh minimnya respons langsung dari anggota dewan terhadap aspirasi 

yang disampaikan. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Strategi Good Governance dalam Penanganan 

Aspirasi di Kantor DPRD Sumatera Utara”.  

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana strategi Good Governance dalam 

penanganan aspirasi di kantor DPRD Sumatera Utara yang sesuai dengan Good 

Governance? 
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1.3  Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi 

Good Governance dalam penanganan aspirasi di kantor DPRD Sumatera Utara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian 

tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah:Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Aspek Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ilmu di bidang 

pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan Good Governace, dan bisa menjadi 

sumber referensi terbaru untuk mahasiswa dan peneliti yang ingin mengkaji lebih 

lanjut tentang srategi penerapan Good Governance pada lembaga legislatif. 

b. Aspek Praktis 

1) Hasil penelitian in diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi 

strategis bagi DPRD dalam memperbaiki mekanisme penanganan 

aspirasimasyarakat agar lebih transparan dan partisipatif sesuai prinsip 

Good Governance.  

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang pentingnya partisipasi publik dan pengawasan terhadap 

kinerja lembaga pemerintahan. 

1.5 Sistematika penulisan  

Sistematika penulisan disusun secara teratur, terstruktur, dan konsisten agar  

penelitian dapat dianalisis dengan sistematis. Oleh karena itu, dibuatlah sistematika 

penulisan yang menghubungkan setiap bab secara relevan satu sama lain yaitu : 
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BAB I    : PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian 

BAB II  : URAIAN TEORITIS  

Pada bab ini mengemukakan tentang teori – teori yang   

melandasi penelitian yang akan menguraikan antara lain 

strategi Good Governance, aspirasi, unjuk rasa 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat jenis penelitian, kerangka konsep, definisi 

konsep, kategorisasi penelitian, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi 

ringkas objek penelitian. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisikan tentang hasil penyajian data, hasil   

penelitian dan pembahasan 

BAB V  : PENUTUP 

     Bab ini berisi kesimpulan dan saran  
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BAB II 

URAIAN TEORITIS  

 

2.1 Pengertian strategi  

 Definisi strategi beragam seperti yang dikemukakan oleh berbagai ahli 

dalam karya tulis mereka masing-masing. Kata "strategi" sendiri berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu "strategos," yang merupakan gabungan dari kata "stratos" yang 

berarti tentara dan "ego" yang berarti pemimpin. Strategi merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan cara yang berbeda atau lebih unggul dibandingkan 

pesaing, untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan sehingga membantu 

organisasi mencapai tujuan jangka menengah hingga panjang. Menurut  Erline et 

al., (2021) Strategi merupakan proses menetapkan tujuan dan sasaran jangka 

panjang organisasi, serta melaksanakan tindakan dan mengalokasikan sumber daya 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.  

 Strategi adalah suatu ilmu dan seni dalam memanfaatkan kemampuan, 

sumber daya, dan lingkungan secara efektif dengan cara terbaik. Terdapat empat 

elemen penting dalam pengertian strategi, yaitu kemampuan, sumber daya, 

lingkungan, dan tujuan. Keempat elemen tersebut disusun secara rasional dan 

harmonis sehingga menghasilkan beberapa alternatif pilihan yang kemudian 

dievaluasi, dan yang terbaik dipilih. Hasil pilihan tersebut kemudian diumumkan 

secara eksplisit sebagai pedoman taktik yang akan diterapkan dalam lingkungan 

operasional. Adapun tahapan-tahapan agar terwujudnya sebuah strategi meliputi 

beberapa langkah berikut: 
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 Tahap perumusan, yaitu proses pengambilan keputusan kondisional yang 

menentukan tindakan apa saja yang perlu dijalankan untuk menghadapi berbagai 

kemungkinan situasi di masa depan. 

a. Tahap pengambilan keputusan, yang mencakup penentuan dan pemilihan 

dari semua potensi yang tersedia. 

b. Tahap pelaksanaan, di mana strategi yang telah disusun diterapkan dengan 

memanfaatkan seluruh kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

c. Tahap evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pelaksanaan strategi untuk 

mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat. 

 

2.2 Pengertian Governance   

 Menurut (Shandy & Amrizal, 2020), kata governance berasal dari kata 

govern yang berarti tindakan atau tata cara mengatur. Awalnya, pada tahun 1590, 

governance dipahami sebagai kondisi atau keadaan yang diatur (state of being 

governed), lalu berkembang maknanya menjadi cara hidup (mode of living) pada 

1600, dan selanjutnya menjadi tugas, fungsi, atau kekuasaan mengatur (office, 

function, or power of governing) pada 1643. Kemudian, pada 1660 kata ini 

berkembang lagi menjadi metode pengelolaan atau sistem pengaturan (method of 

management, system of regulation), sampai akhirnya ditetapkan secara formal 

sebagai tindakan atau cara mengatur (the action of manner governing). Sementara 

itu, govern berarti mengatur dengan kewenangan (to rule with authority). 
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Pelaksanaan dari govern biasa disebut government yang dalam arti sempit merujuk 

pada tindakan mengatur dan mengarahkan urusan negara (action of ruling and 

directing the affairs of a state). Jadi, government bisa dipahami sebagai 

pengelolaan atau penyelenggaraan yang spesifik pada urusan negara, identik 

dengan pengurus negara.  

 Menurut Asnawi (2016) governance juga dapat diungapkan sebagai : 1) 

Kepemerintahan, 2) Pengelolaan pemerintahan, 3) Penyelenggaraan pemerintahan, 

4) Penyelenggaraan negara, dan 5) Administrasi negara. (Tahir, 2019). Istilah 

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ketiga pilar ini harus berada dalam 

posisi yang setara dan saling mengawasi satu sama lain (checks and balances) agar 

tidak terjadi penguasaan atau eksploitasi oleh salah satu pihak terhadap pihak 

lainnya. Jika salah satu pilar memiliki kekuasaan yang dominan dibandingkan dua 

pilar lainnya, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan dominasi 

kekuasaan atas kedua pilar tersebut. (Asnawi, 2016)  

 Governance merupakan sebuah tahapan pengambilan keputusan serta 

proses pelaksanaan keputusan tersebut. Oleh karena itu, analisis governance lebih 

menitikberatkan pada berbagai faktor formal dan informal yang berperan dalam 

pengambilan keputusan serta pelaksanaannya, termasuk struktur formal dan 

informal yang dibentuk guna memastikan keputusan tersebut dapat dijalankan. 

Istilah governance ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti corporate 

governance, international governance, dan local governance.  

 Governance adalah serangkaian mekanisme, proses, dan institusi yang 

memungkinkan warga negara untuk menyampaikan kepentingan mereka, 
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menjembatani perbedaan yang ada, serta menggunakan hak dan kewajiban hukum 

mereka. Dalam konteks ini, governance memiliki hakikat yang penting yaitu bebas 

dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, serta ditegakkan atas dasar pengakuan 

hak yang berlandaskan hukum. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa governance adalah suatu cara, penggunaan, atau pelaksanaan 

yang memiliki karakter hubungan heterarkis, di mana terdapat kesetaraan 

kedudukan antar aktor yang terlibat dan hanya berbeda dalam fungsi masing-

masing. Governance bertujuan mencapai tujuan negara dan masyarakat melalui 

partisipasi aktif baik sebagai warga negara maupun warga masyarakat. 

 

2.3 Pengertian Good Governance  

 Menurut pendapat Marliana (2019) yang dikutip oleh World Bank, tata 

kelola yang baik (Good Governance) dapat diartikan sebagai: "Pelaksanaan 

wewenang dalam mengelola pembangunan yang dijalankan secara profesional, 

penuh tanggung jawab, dan berkelanjutan, yang selaras dengan prinsip-prinsip 

demokrasi serta mekanisme pasar yang efektif. Konsep ini menekankan pada 

penghindaran terhadap kesalahan dalam menyalurkan sumber daya dan 

menanamkan modal, disertai dengan upaya pencegahan praktik korupsi, baik di 

ranah politik maupun administrasi. Di samping itu, Good Governance juga 

mencakup penerapan kebijakan fiskal yang ketat, yang bertujuan untuk 

mewujudkan kerangka kerja hukum dan politik yang kondusif bagi berkembangnya 

berbagai aktivitas dan kegiatan di sektor usaha" (Erin Marliana, 2019). 
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 Good Governance dapat diartikan sebagai: "Konsep pemerintahan yang 

menjalankan segala kewenangan dan tugasnya dengan baik serta memiliki 

pertanggungjawaban kepada masyarakat, yang diwujudkan melalui sikap 

profesional, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan. Dalam rangka mencapai 

kondisi tersebut, langkah-langkah strategis yang harus diimplementasikan antara 

lain adalah pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta 

melakukan perbaikan yang berkesinambungan terhadap kinerja seluruh aparatur 

pemerintah." Menurut (Erin Marliana, 2019) Good Government Governance 

dimaknai sebagai: "Suatu sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan dengan 

baik dan bebas dari praktik penyimpangan, yang dikehendaki oleh masyarakat 

untuk memperoleh pelayanan publik yang dikelola secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan, selaras dengan kaidah-kaidah yang berlaku, serta mampu 

menghapuskan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Good Government Governance merupakan suatu bentuk 

pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan yang 

dilaksanakan secara kokoh dan penuh tanggung jawab, selaras dengan prinsip-

prinsip demokrasi serta efisiensi mekanisme pasar. Konsep ini juga mencerminkan 

tata kelola yang andal dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya, yang 

harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada publik dengan ciri-ciri 

profesionalitas, keterbukaan (transparansi), sikap bertanggung jawab, dan keadilan, 

sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.  
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2.3.1 Prinsip Good Governance  

 Prinsip-prinsip Good Governance dapat    pula    diterapkan dalam    

pengelolaan    lembaga    sosial dalam   masyarakat   dari   yang   paling sederhana  

hingga  yang berskala besar. Di  Indonesia,  substansi  wacana Good Governance 

dipadankan  dengan  istilah baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik 

adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh tingkah  laku  pemerintah  negara  

yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta 

ekonomi.Dalam prakteknya pemerintah yang bersih adalah model pemerintahan 

yang  efektif,  efesian, jujur,  transparan juga bertanggung jawab.Prinsip Good  

Governance yang diciptakan World Bank justru dianggap tidak   dapat   

menyelesaikan   masalah kemiskinan  terutama  di  negara-negara berkembang. 

(Nurhidayat, 2023) Prinsip-prinsip Good Governance, yang sekaligus menjadi 

karakteristik utamanya, dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Prinsip Transparansi 

 Prinsip pertama adalah transparansi, yang bertujuan membangun 

kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan menjamin 

ketersediaan serta kemudahan akses terhadap informasi. Keterbukaan ini 

diwujudkan melalui aliran informasi yang tidak terhambat, sehingga seluruh proses 

pemerintahan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Informasi yang 

diberikan harus memadai, disajikan secara jelas, dan mudah dipahami untuk 

memungkinkan pengawasan. Penyediaan akses informasi ini sangat krusial karena 

menjadi pemicu bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Aspek transparansi mencakup penyampaian 
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informasi yang menyeluruh, tepat waktu, dan memastikan bahwa informasi tersebut 

sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan, tanpa 

adanya diskriminasi. 

b. Prinsip Partisipasi 

 Sebagai kelanjutan dari transparansi, prinsip partisipasi mendorong setiap 

warga negara untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat, yang 

kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan publik, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini melibatkan para pemangku 

kepentingan seluas mungkin dalam perumusan kebijakan. Dengan menerima 

beragam saran dan masukan, para pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan 

berbagai persoalan, kepentingan, sudut pandang, dan alternatif solusi. Partisipasi 

tidak hanya membuka peluang bagi integrasi aspirasi masyarakat ke dalam 

kebijakan tetapi juga berperan dalam meminimalisir potensi konflik sosial. Untuk 

mendukungnya, diperlukan ruang formal seperti forum, mekanisme partisipasi 

yang memadai, proses yang inklusif, dan kepastian bahwa masukan masyarakat 

akan diakomodir, yang kesemuanya berdasar pada kebebasan berpendapat dan 

berkumpul. 

c. Prinsip Pengawasan 

 Prinsip ini menekankan pentingnya peningkatan upaya pengawasan 

terhadap penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan tidak hanya 

dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga oleh masyarakat luas 

dan pihak swasta. Fungsi pengawasan ini diwadahi, antara lain, melalui peran 

DPRD sebagai representasi rakyat. 
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d.  Prinsip Akuntabilitas 

 Akuntabilitas merupakan mekanisme pertanggungjawaban dari 

penyelenggara negara atau pembuat kebijakan kepada para pemangku kepentingan. 

Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meminta 

pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan dari kesepakatan yang telah 

ditetapkan. Setiap institusi, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi 

masyarakat, bertanggung jawab kepada publik dan lembaga terkait, dengan bentuk 

pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan jenis organisasinya. 

e. Prinsip Daya Tanggap 

 Prinsip ini menuntut lembaga-lembaga pemerintahan untuk secara proaktif 

melayani semua pemangku kepentingan tanpa diskriminasi. Penyelenggara 

pemerintahan diharapkan mampu menjembatani berbagai kepentingan yang 

berbeda untuk membangun konsensus terbaik yang menguntungkan seluruh 

kelompok masyarakat. 

f. Prinsip Profesionalisme 

 Prinsip profesionalisme mengharuskan para penyelenggara pemerintahan 

untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi dan integritas moralnya. Tujuannya 

adalah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang optimal, yaitu pelayanan 

yang mudah, cepat, tepat, dan dengan biaya yang terjangkau oleh seluruh kalangan. 

g. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas 

 Setiap proses pemerintahan harus dapat menghasilkan outcome yang sesuai 

dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam mencapai tujuannya, 



 
 

 

19 

pemerintah harus mampu memanfaatkan segala sumber daya yang ada secara 

optimal dan penuh tanggung jawab. 

h. Prinsip Kesetaraan 

 Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki 

kedudukan yang sama di hadapan hukum dan negara. Setiap orang berhak atas 

peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan maupun mempertahankan 

kesejahteraannya. 

i. Prinsip Wawasan ke Depan 

 Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya para pemimpin dan masyarakat 

memiliki visi dan perspektif jangka panjang dalam tata kelola pemerintahan dan 

pembangunan SDM. Pemerintah dan masyarakat perlu memahami konteks historis, 

kultural, dan sosial yang melatarbelakangi kondisi mereka, serta sensitif terhadap 

kebutuhan untuk mewujudkan kemajuan. Pembangunan daerah harus didasari oleh 

visi dan strategi yang jelas, dengan melibatkan partisipasi seluruh warga agar 

mereka merasa memiliki peran dalam mewujudkan pembangunan daerahnya. 

j. Prinsip Penegakan Hukum 

 Prinsip terakhir adalah penegakan hukum, yang mendorong terwujudnya 

keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali. Dalam prinsip ini, hak asasi manusia 

dijungjung tinggi dan nilai-nilai kemasyarakatan dihormati. Kerangka hukum dan 

asas-asasnya harus adil serta diterapkan secara imparsial dan konsisten 

(PPKN.CO.ID, 2024).  

 Menurut UNIFEM karakteristik Good Governance adalah participation, 

accountability and transparancy. ADB menjelaskan bahwa good corporate 
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governance mengandung empat nilai utama yaitu, accountability, transparency, 

predictability dan partisipation. Menurut Khumaidi, (2024) dari kriteria Good 

Governance di atas yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik adalah 

transparansi, akuntabilitas dan value for money (economy, efficiency dan 

effectiveness).  

2.3.2 Fungsi Good Governance  

 Good Governance menurut (Peters, 2023) memiliki tiga fungsi pokok, yaitu 

pertama, efektivitas yang bersumber dari budaya organisasi, etika, nilai-nilai, 

sistem, proses bisnis, kebijakan, serta struktur organisasi yang dirancang untuk 

mendukung perkembangan perusahaan dan pengelolaan sumber daya serta risiko 

dengan cara yang efisien dan efektif, sekaligus mempertanggungjawabkan kinerja 

kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua, sekumpulan 

prinsip, kebijakan, dan sistem manajemen yang diaplikasikan agar operasi 

perusahaan berjalan dengan efisien, efektif, dan menguntungkan, selaras dengan 

prinsip praktik bisnis yang baik, mengikuti peraturan yang berlaku, peduli 

lingkungan, dan didasarkan pada nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. Ketiga, 

seperangkat aturan dan/atau sistem yang mengarahkan pengendalian perusahaan 

untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan seperti 

pemerintah, pemegang saham, pimpinan perusahaan, karyawan, serta perusahaan 

itu sendiri (Peters, 2023). 

2.3.3 Tujuan Good Governance  

 Moenek (2019) berpendapat bahwa Good Governance bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pemerintah yang 
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tangguh, pasar yang bersaing secara sehat, dan masyarakat sipil yang independen. 

Di samping tujuan tersebut, keuntungan pokok dari penerapan konsep Good 

Governance meliputi hal-hal berikut:  

a. Penurunan signifikan dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam 

birokrasi pemerintah. 

b. Pembentukan sistem institusi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, 

efisien, efektif, transparan, profesional, serta bertanggung jawab. 

c. Penghapusan peraturan hukum dan tindakan yang diskriminatif terhadap 

kelompok atau golongan warga negara tertentu. Terjaminnya konsistensi 

dan kepastian hukum dalam semua peraturan perundang-undangan di 

tingkat daerah. (Moenek, 2019) 

2.4 Aspirasi  

 Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan dalam mencapai sesuatu. 

Aspirasi terdiri dari dua pengertian, yaitu pada tataran gagasan dan tingkat peran 

struktural. Pada tingkat ide, Aspirasi adalah sejumlah ide strata verbal masyarakat 

sebagaimana mereka tingkat peran dalam struktur, aspirasi itu adalah keterlibatan 

individu langsung ke dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai 

peluang yang besar di bidang tersebut untuk mengungkapkan tuntutan atau aspirasi 

pada ruang yang disediakan oleh pemerintah daerah. (Salman, 2017) . 

 Salah  satu bentuk  kewajiban menjadi anggota  DPRD adalah  menyerap,  

menggabungkan, menampung dan  menindaklanjuti  aspirasi  masyarakat  mulai 

dari daerah terpencil sampai daerah tertinggi. Sebagai  alat  untuk  mengakomodasi 

kepentingan  daerah  maka dari itu penyerapan  aspirasi  merupakan  kegiatan  
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anggota  DPRD yang paling penting. Dalam operasionalisasi pelaksanaannya, 

penyerapan aspirasi masyarakat ini dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara 

langsung dan tidak langsung. Jika penyerapan aspirasi dilakukan secara langsung 

maka bisa berbentuk dalam kunjungan kerja, sidak, unjuk rasa atau rapat dengar 

pendapat. Sebaliknya jika penyerapan aspirasi dilakukan secara tidak langsung 

maka melalui proses seperti organisasi masyarakat, LSM dan penggunaan media 

sosial atau petisi online. 

 Aspirasi masyarakat dari berbagai daerah sangat beragam, dan dari 

keberagaman tersebut para wakil rakyat dapat mengidentifikasi kebutuhan yang 

saling mendukung. Sinergi ini tidak hanya terjadi antar daerah, tetapi juga 

melibatkan tingkat provinsi dan pusat. Oleh karena itu, keberagaman aspirasi ini 

menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan. Sebagaimana telah disebutkan, 

salah satu tujuan DPRD sebagai bagian dari parlemen bikameral adalah 

mengakomodasi kepentingan rakyat di daerah. (herawati, 2010). Echols 

menyatakan bahwa Aspiration yang kata dasarnya adalah, aspire yang berarti cita 

cita atau juga berkeinginan. Salman (2017). Sedangkan menurut Poerwadarminta 

aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Penjelasan ini 

menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan 

aspirasi dan tuntutannya, serta memberikan peluang luas bagi Pemerintah Daerah 

(Pemda) dan DPRD untuk mendengar, mengumpulkan, dan memperjuangkan 

aspirasi tersebut menjadi program yang dapat meningkatkan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat. (Adianto dan Hasim, 2016) 
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 Aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung proses 

pembangunan. Maka, aspirasi masyarakat merupakan aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat, baik melalui keterlibatan langsung maupun berupa kumpulan gagasan 

verbal dari berbagai lapisan masyarakat, yang berkontribusi dalam proses 

pembangunan tersebut. Menyalurkan aspirasi bukan hanya merupakan hak, tetapi 

juga tanggung jawab warga negara dalam sistem demokrasi. Beberapa manfaat 

yang dapat diraih masyarakat melalui penyaluran aspirasi meliputi: memberi 

pengaruh terhadap kebijakan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah, mendorong keadilan sosial dan ekonomi melalui perbaikan kebijakan, 

mewujudkan perlindungan hukum serta rasa aman bagi masyarakat, dan 

membentuk kesadaran kolektif dalam pembangunan bangsa. (Detikjateng, 2025). 

 

2.5 Unjuk rasa  

2.5.1 Pengertian unjuk rasa  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "demonstrasi" 

termasuk dalam kategori kata benda (noun/n) dan memiliki dua makna yang 

berbeda. Makna pertama merujuk pada pameran atau penampilan tentang 

bagaimana melakukan atau melaksanakan suatu hal. Sementara itu, makna kedua 

adalah ungkapan penolakan yang disampaikan secara bersama-sama, yang juga 

dikenal sebagai unjuk rasa. Oleh karena itu, definisi ini mencakup dua unsur pokok 

yang krusial, yaitu esensi aktivitasnya yang bersifat protes, serta cara 

penyampaiannya yang bersifat kolektif atau massal (dilakukan dalam kelompok). 

(Putra, 2022).  
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 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, demonstrasi atau 

unjuk rasa didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh satu orang atau lebih 

untuk menyampaikan pendapat melalui ucapan, tulisan, dan cara lain secara 

menonjol di tempat umum. Akan tetapi, dalam perkembangan terkini, demonstrasi 

sering kali dipahami secara terbatas sebagai aksi berjalan panjang, berteriak-teriak, 

membakar ban, serta tindakan dramatis. Persepsi publik terhadap demonstrasi pun 

kian negatif akibat perilaku para pelaku yang mengganggu ketertiban dan 

melupakan inti sebenarnya dari demonstrasi. 

 Unjuk rasa atau demonstrasi, yang sering disebut sebagai demo, merupakan 

bentuk aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat terbuka. 

Biasanya, aksi ini dilakukan untuk mengungkapkan pandangan kelompok tersebut, 

menolak kebijakan yang diterapkan oleh pihak tertentu, atau sebagai cara untuk 

menekankan kepentingan politik kelompok. Umumnya, unjuk rasa dilakukan oleh 

mahasiswa yang menentang langkah-langkah pemerintah, atau oleh pekerja yang 

merasa tidak puas dengan cara majikan memperlakukan mereka. Meskipun 

demikian, unjuk rasa juga bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok lain dengan 

tujuan yang berbeda-beda. (NUR ALFIYAN SUBHA, 2024) 

 Menurut kamus Cambridge, kata "demonstrasi" memiliki tiga pengertian 

berbeda. Pengertian pertama adalah pemberian informasi kepada orang lain 

mengenai prosedur suatu hal atau cara kerja sesuatu. Pengertian kedua merujuk 

pada kejadian di mana sekelompok orang menggelar pawai atau pertemuan bersama 

untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap sesuatu, atau untuk mendukung 
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sesuatu atau seseorang. Pengertian ketiga adalah suatu cara untuk mengungkapkan 

emosi atau karakteristik.  

a. Faktor penyebab unjuk rasa  

Aksi unjuk rasa tidak mungkin terjadi jika tidak ada penyebabnya, ada 

banyak faktor yang meltarbelakangi hal tersebut karena di lindungi dari kebebasan 

berpendapat, mengkritik pemerintah dll. Menurut abdul jahil beberapa faktor yang 

mempengaruhinya adalah : 

1) Adanya rasa kecewa atau ketidakpuasan terhadap perbedaan atau 

ketidakadilan di sektor sosial, politik, serta ekonomi. Aksi demonstrasi 

yang disebabkan oleh hal ini merupakan yang paling umum terjadi dan 

melibatkan massa dalam jumlah yang signifikan. 

2) Sikap tidak perduli dari pihak pemerintah terhadap permasalahan yang 

dialami masyarakat, seperti isu-isu ekonomi, agama, sosial, dan lainnya. 

3) Adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum yang dianggap tidak 

adil, yaitu lebih lunak terhadap pihak atas dan lebih keras terhadap pihak 

bawah. Para penguasa dianggap memiliki kontrol penuh atas hukum, 

sehingga mengganggu keseimbangan politik di negara yang menerapkan 

sistem Trias Politica (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif). 

4) Sebagian besar demonstrasi atau unjuk rasa dilakukan oleh organisasi atau 

kelompok mahasiswa untuk menjalankan fungsinya sebagai Agen 

Perubahan dalam masyarakat, serta oleh pekerja yang menuntut perbaikan 

kebijakan dari perusahaan.  
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2.5.2 Tujuan unjuk rasa  

 Demonstrasi sering kali muncul sebagai respons terhadap langkah-langkah 

penguasa yang tidak mendukung kepentingan masyarakat atau perilaku pemimpin 

yang menyimpang dari norma atau ajaran Islam. Selain itu, demonstrasi dianggap 

sebagai sarana untuk memberikan nasihat, saran, atau kritik, serta sebagai cara 

menyampaikan pandangan sekaligus mencerminkan kebebasan berpikir dan 

berekspresi yang dijamin oleh undang-undang, dan sejalan dengan prinsip Islam 

yang sangat menjaga hak-hak asasi individu untuk mengungkapkan aspirasi atau 

pendapat kepada siapa pun, termasuk pemerintah. Kebebasan tersebut tidak hanya 

berlaku bagi warga negara saat melawan pemerintah yang diktatorial dan otoriter, 

tetapi juga dapat digunakan oleh warga negara untuk menyampaikan pandangan 

yang berbeda dan mengekspresikannya terkait masalah yang sedang terjadi.  

 Tujuan demonstrasi di Indonesia mencerminkan penerapan ideologi 

Pancasila melalui sila kelima yang menyatakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia". Meskipun ada berbagai tujuan dari pelaksanaan unjuk rasa, berdasarkan 

faktor-faktor yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa tujuan utamanya adalah 

untuk mengekspresikan rasa kecewa terhadap pemerintah, perusahaan, atau 

lembaga terkait kebijakan yang melibatkan ketidakadilan dan ketimpangan di 

bidang sosial, politik, maupun ekonomi, yang merugikan masyarakat, karyawan, 

atau mahasiswa. (Putra, 2022) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

 Secara etimologis, kata metodologi berasal dari gabungan kata "methode" 

yang berarti cara atau sistem dalam melaksanakan sesuatu, dan "logos" yang berarti 

ilmu atau pengetahuan. Maka, metodologi merujuk pada cara atau sistem yang 

digunakan untuk melakukan suatu kegiatan secara teratur dan terstruktur. Dalam 

konteks penelitian, metodologi membahas konsep teoritik dari berbagai metode 

sekaligus kelebihan dan kelemahannya, yang selanjutnya menjadi dasar dalam 

pemilihan metode yang sesuai dalam karya ilmiah. Secara umum, metodologi 

adalah ilmu yang mempelajari cara-cara atau langkah-langkah dalam melakukan 

penelitian secara sistematis dan terencana. (Amrizal, 2019) 

 Menurut Kusumastuti (2019) Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan 

(Kusumastuti, 2019). Pendekatan kualitatif untuk penelitian berkaitan dengan 

penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Penelitian dalam situasi 

seperti itu adalah fungsi dari wawasan dan kesan peneliti. Penelitian kualitatif 

secara alami menitikberatkan pada penggunaan berbagai metode. Penting untuk 

disadari bahwa penerapan metode yang beragam menunjukkan upaya memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Tujuan 

penelitian kualitatif dapat dijelaskan melalui tiga aspek utama. Pertama, 

penggambaran objek penelitian, di mana objek ini dipahami dengan cara memotret, 
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merekam video, menggambarkan, dan menarasikan berbagai peristiwa, interaksi 

sosial, aktivitas keagamaan, dan sebagainya. Kedua, mengungkap makna yang 

tersembunyi di balik fenomena, yang dilakukan dengan memanfaatkan wawancara 

mendalam dan observasi partisipatif untuk memperlihatkan esensi dari fakta 

tersebut. Ketiga, menjelaskan fenomena yang tampak di lapangan secara rinci, 

detail, dan sistematis, karena apa yang terlihat di permukaan terkadang berbeda 

dengan inti persoalan atau tujuan utama penelitian. (Fadli, 2021) 

 Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat post-positivisme dan 

digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah (berbeda dengan 

eksperimen). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, 

sedangkan pengambilan sampel dan sumber data dilakukan dengan teknik 

purposive dan snowball. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi 

(penggunaan metode gabungan), dengan analisis data yang bersifat induktif dan 

kualitatif. Tujuan utamanya adalah membuat fakta atau fenomena lebih mudah 

dipahami (understandable) dan memungkinkan terbentuknya hipotesis baru sesuai 

dengan model yang digunakan Kusumastuti (2019). Dengan demikian, penelitian 

kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalan mengenai 

masalah-masalah manusia dan sosial. 

 Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif karena tidak 

menggunakan statistik, melainkan mengandalkan pengumpulan data, analisis, dan 

interpretasi. Penelitian ini sering diterapkan pada studi masalah sosial dan manusia 

yang bersifat interdisipliner, dengan fokus pada penggunaan berbagai metode 

(multimetod), pendekatan naturalistik, dan interpretatif. Fokus utama penelitian 
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kualitatif adalah pemahaman mendalam terhadap masalah sosial berdasarkan 

kondisi yang realistis atau situasi alami yang holistik, kompleks, dan terperinci.  

3.2 Kerangka konsep  

Kerangka konsep adalah landasan berpikir yang digunakan dalam kegiatan 

ilmiah, yang membantu peneliti mengaitkan hasil temuan dengan teori yang relevan 

(Nursalam, (2020). Selain itu, kerangka konsep juga merupakan gambaran visual 

hubungan antar berbagai variabel yang dirumuskan oleh peneliti setelah melakukan 

telaah teori untuk membangun landasan teori dalam penelitiannya sendiri  (Adolph, 

2016). Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

Strategi Good  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025 

 

3.3 Definisi konsep 

 Definisi konsep merupakan fondasi utama dalam pemahaman pengetahuan 

karena konsep berfungsi sebagai elemen dasar yang membantu menyusun dan 

Penanganan Aspirasi  

• Pelayanan  

• Keberlanjutan aspirasi 

• Efektivitas  

Strategi Good 

Governance dalam 

Penanganan Aspirasi  

 Strategi Good Governance  

• Transparansi  

• Pengawasan  

• Akuntabilitas 

 

Untuk mengoptimalkan 

strategi Good Governance 

dalam penanganan aspirasi 

masyarakat sehingga dapat 

mendorong peningkatan 

kualitas pelayanan publik di 

DPRD Provinsi Sumatera 

Utara secara berkelanjutan. 



 
 

 

30 

mengorganisasi informasi. Konsep ini memudahkan kita dalam memahami dan 

menjelaskan dunia sekitar melalui kerangka kerja yang mengklasifikasikan objek, 

kejadian, dan fenomena. Dengan demikian, definisi konsep memberikan dasar yang 

kuat untuk membangun pengetahuan yang terstruktur dan koheren serta 

mengembangkan teori dan penjelasan terkait berbagai fenomena (Guruprajab.com, 

2024). Berdasarkan definisi tersebut maka definisi konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

a. Strategi merupakan rencana terpadu dan terstruktur yang dirancang untuk 

mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Strategi bukan sekedar langkah-

langkah teknis, tetapi sebuah pendekatan menyeluruh yang mencakup visi jangka 

panjang, identifikasi sumber daya, dan antisipasi terhadap berbagai tantangan yang 

mungkin dihadapi. 

b. Good Governance adalah konsep yang mengandung prinsip-prinsip utama 

seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, rule of law (supremasi 

hukum), efektivitas dan efisiensi pelayanan, dan responsivitas. Di konteks DPRD, 

Good Governance berarti bahwa lembaga legislatif daerah menjalankan fungsinya 

dengan cara yang dapat dipercaya oleh masyarakat, terbuka, dan bertanggung 

jawab. 

c. Penanganan aspirasi dalah sebuah proses sistematis dan terstruktur yang 

mencakup seluruh tahapan dari mulai aspirasi masuk hingga aspirasi tersebut 

ditindaklanjuti secara nyata. Penanganan aspirasi bukan sekadar menerima keluhan 

atau masukan dari masyarakat, tetapi merupakan sebuah bentuk layanan publik 

legislatif yang mencerminkan komitmen DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat 
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untuk benar-benar mendengar, memahami, dan memperjuangkan kepentingan 

konstituen mereka. 

 

3.4  Kategorisasi penelitian  

Kategorisasi penelitian adalah proses pengukuran variabel penelitian yang 

disusun berdasarkan pendapat, pemikiran, atau kriteria tertentu sehingga dapat 

diketahui dengan jelas bagaimana variabel tersebut diklasifikasikan dalam 

penelitian.  

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian 

No Konsep Teoritis Kategorisasi 

1 Strategi Good Governance  

• Transparansi  

• Pengawasan  

• Akuntabilitas  

 

 

2 Penanganan Aspirasi  
• Pelayanan  

• Keberlanjutan aspirasi  

• Efektivitas  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025 

 

Berdasarkan tabel diatas, yang dimaksud dengan kategorisasi adalah: 

a. Kategorisasi Strategi Good Governance: 

1) Transparansi adalah komitmen pemerintah untuk membuka akses 

informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga setiap proses 

pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik dapat 
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diketahui, dipahami, dan dipantau oleh seluruh lapisan masyarakat 

secara langsung dan berkala. 

2) Pengawasan adalah mekanisme kontrol yang dibangun secara 

sistematis oleh pemerintah maupun lembaga independen, guna 

memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang telah ditetapkan 

berjalan sesuai ketentuan, tidak menyimpang dari tujuannya, dan tetap 

berpihak pada kepentingan masyarakat. 

3) Akuntabilitas adalah tanggung jawab nyata yang melekat pada setiap 

pejabat dan institusi pemerintah untuk dapat menjelaskan, 

mempertanggungjawabkan, dan membuktikan bahwa setiap keputusan 

serta penggunaan anggaran publik telah dilaksanakan dengan jujur, 

efektif, dan sesuai amanat masyarakat.  

b. Kategorisasi Penanganan aspirasi: 

1) Pelayanan adalah upaya pemerintah untuk memberikan layanan yang 

responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, 

sehingga setiap aspirasi yang disampaikan dapat diterima, ditangani, 

dan diproses dengan cepat, adil, dan tidak diskriminatif.  

2) Keberlanjutan Aspirasi adalah kemampuan pemerintah untuk 

memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat yang telah diterima tidak 

berhenti pada tahap penampungan semata, melainkan terus diikuti, 

diproses secara berkelanjutan, dan tetap menjadi bahan pertimbangan 

dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan jangka panjang.  
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3) Efektivitas adalah ukuran sejauh mana aspirasi masyarakat yang telah 

ditangani benar-benar menghasilkan perubahan nyata dan dampak 

positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga proses 

penanganan tidak hanya selesai secara prosedural, tetapi juga bermakna 

secara substansial. 

 

3.5 Informan  

 Untuk melengkapi data dan informasi, maka peneliti membutuhkan 

informan sebagai pemberi informasi, adapun informan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan dan Kerjasama 

Aspirasi: 

Nama   : Muhammad Ikhsan S.STP, MAP 

Usia   : 40 Tahun 

Agama  : Islam 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Lama bekerja  : 3 Tahun 

b. Kepala Subbagian Fasilitasi Aspirasi: 

Nama   : Sri Wahyuni SH., MH 

Usia   : 40 Tahun 

Agama  : Islam 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Lama bekerja  : 3 Tahun 

c. Penelaah Teknis Kebijakan (staf): 
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Nama   : Suwaibatul Aslamiah, SE 

Usia   : 43 Tahun 

Agama  : Islam 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Lama bekerja  : 5 Tahun 

d. Penelaah Teknis Kebijakan (staf): 

Nama   : Hamlan Panegoran Nasution, SE., M.Pd 

Usia   : 49 Tahun  

Agama  : Islam 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Lama bekerja  : 4 Tahun 

e. Pengadministrasi Perkantoran (staf): 

Nama   : M. Dwi Junove 

Usia   : 32 Tahun 

Agama  : Islam 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Lama bekerja  : 5 Tahun 

 

3.6 Teknik pengumpulan data  

 Untuk memperoleh data serta informasi dari narasumber, maka penelitian 

ini memerlukan untuk mengumpulkan data yang dapat memudahkan peneliti. Oleh 

karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 
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a. Data Primer 

 Teknik pengumpulan data primer adalah proses mengumpulkan data dan 

informasi secara langsung dari lokasi penelitian. Data tersebut diperoleh dengan 

cara berinteraksi langsung dengan narasumber melalui wawancara mendalam. 

Wawancara sendiri merupakan salah satu instrumen pengumpulan data yang 

dilakukan dengan melaksanakan tanya jawab secara langsung kepada sejumlah 

pihak yang terkait, dengan tujuan mendapatkan informasi yang mendalam. 

Wawancara ini ditujukan kepada informan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam 

penelitian. 

b. Data sekunder  

 Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan, yakni memperoleh data dan informasi yang relevan dengan masalah 

penelitian dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, literatur, arsip, atau data yang 

diperoleh dari instansi terkait. Data sekunder tersebut digunakan sebagai pelengkap 

dalam proses analisis data penelitian. 

 

3.7 Teknik analisis data  

 Menurut Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat 

induktif, yaitu proses yang dimulai dari data yang terkumpul. Data tersebut 

kemudian dianalisis untuk menemukan pola hubungan atau menghasilkan hipotesis 

sementara. Selanjutnya, hipotesis tersebut dijadikan acuan dalam pengumpulan 

data lanjutan secara berkelanjutan untuk memperoleh kesimpulan apakah hipotesis 

tersebut dapat diterima atau ditolak. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data 



 
 

 

36 

yang paling umum dipakai adalah metode interaktif yang dikembangkan oleh Miles 

dan Huberman. Analisis ini melibatkan tiga tahap utama, yaitu proses reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Qomaruddin dan Sa’diyah, 2024). 

a. Reduksi data  

Reduksi data adalah proses mengumpulkan, memilih, dan menyaring data 

yang paling penting serta membuang data yang kurang relevan. Proses ini 

melibatkan penyederhanaan, pemfokusan, dan transformasi data mentah yang 

diperoleh dari catatan lapangan. Bukan sekadar memilih data, reduksi merupakan 

bentuk analisis yang memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, dan 

mengorganisasi data hingga mencapai kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Tahapan ini sangat krusial dalam analisis data kualitatif 

karena bertujuan menyederhanakan dan mengatur data mentah menjadi informasi 

yang terstruktur dan bermakna. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan selama 

penelitian, sehingga peneliti dapat merangkum berbagai catatan lapangan yang 

kompleks menjadi rangkuman yang sistematis untuk memahami fenomena yang 

diteliti. 

b. Penyajian data 

Penyajian data merupakan tahap penting dalam analisis data kualitatif yang 

bertujuan untuk mengorganisasi informasi secara sistematis agar bermakna. Tahap 

ini memungkinkan peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk yang mudah 

dipahami, seperti narasi deskriptif, tabel, diagram, atau grafik yang 

menggambarkan hubungan antar fenomena yang diteliti. Menurut Miles dan 

Huberman, bentuk penyajian data yang paling umum dalam penelitian kualitatif 
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adalah teks naratif. Pada praktiknya, data kualitatif lebih sering disajikan secara 

deskriptif dan naratif dibandingkan data kuantitatif. Peneliti menggunakan berbagai 

teknik seperti ringkasan tema, matriks kategorisasi, diagram alir, atau visualisasi 

lainnya untuk menggambarkan kompleksitas temuan secara menyeluruh. 

c. Penarikan kesimpulan  

Proses penarikan kesimpulan dimulai sejak tahap pengumpulan data di 

lapangan, di mana peneliti berupaya memahami makna dari data yan g diperoleh. 

Kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari suatu proses penelitian yang telah 

dilakukan, yang bertujuan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Penarikan 

kesimpulan harus didasarkan pada data yang valid dari penelitian, bukan menurut 

keinginan subjektif peneliti. Selain itu, kesimpulan perlu diverifikasi selama 

penelitian dengan cara meninjau ulang catatan lapangan, merefleksikan kembali 

selama penulisan, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan 

bersama, dan menghubungkan temuan dengan data lain secara sistematis. 

(Qomaruddin & Sa’diyah, 2024). 

 

Gambar 3.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

 

 

  

 

 

Sumber: Miles and Huberman 

Penyajian data Reduksi data 

Penarikan 

kesimpulan 
Reduksi 
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3.8 Lokasi dan waktu penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Utara, yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, Kecamatan Medan 

Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231. Waktu yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini dimulai dari bulan November 2025 sampai dengan bulan Februari 

2026. 

 

Gambar 3.3 Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara 

 

Sumber: data wawancara 2026 

 

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada penerapan strategi Good Governance dalam 

penanganan aspirasi masyarakat di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. 

Aspirasi masyarakat merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang 

mencerminkan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan kebijakan publik.  
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Penerapan strategi Good Governance yang efektif dan efisien menjadi faktor yang 

berperan dalam meningkatkan kualitas penanganan aspirasi serta mempercepat 

proses tindak lanjut terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.  

 Objek penelitian ini adalah Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang 

memiliki peran strategis dalam menampung, mengelola, dan menindaklanjuti 

seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagai bentuk representasi 

rakyat dalam lembaga legislatif. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi 

Good Governance diterapkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam 

menangani aspirasi masyarakat secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan 

responsif. Selain itu, penelitian ini juga mengamati tantangan yang timbul dalam 

proses penanganan aspirasi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.  

  Dari penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang sejauh 

mana strategi Good Governance di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara 

berkontribusi dalam optimalisasi penanganan aspirasi masyarakat. Temuan dari 

penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik legislatif, mempercepat respons terhadap aspirasi masyarakat, serta 

mendukung program pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik, tertib, dan demokratis.  
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3.9.1 Struktur Organisasi bagian Faslitasi, Penganggaran dan Pengawasan 

di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara 

 

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan 

Pengawasan di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara 
 

 

Sumber: Peneliti, 2026 

 

3.9.2 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum 

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi 

sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah 

penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya membentuk visi 

daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak 

diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus 

digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara 

bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen 
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masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi 

akselerator kinerja bagi daerah tersebut.  

 Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi 

pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan 

tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran 

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin 

diwujudkan instansi pemerintah.  

 Dengan memperhatikan pengertian visi dan melalui pendekatan 

membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki 

oleh Sekretariat DPRD, maka ditetapkan visi Sekretariat SPRD Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2014-2018 yakni: “ Terwujudnya Pelayanan Prima Terhadap Dewan 

Sebagai arahan pencapaian masa depan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Utara visi tersebut memiliki makna: 

 Membangun komitmen bersama akan pentingnya peran Sekretariat DPRD 

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, yakni menjadi lembaga yang harus mampu memberikan daya dukung 

terhadap kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga 

perwakilan rakyat daerah;Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Dalam 

Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Sumatera Utara ” 

 Daya dukung yang harus diberikan berupa dukungan sumber daya manusia 

yang profesional, sarana dan prasarana yang fungsional serta sistem administrasi 

dan mekanisme kerja yang tertib dan modern sehingga memungkinkan DPRD dapat 

bekerja secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya. 
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 Melalui visi tersebut juga diharapkan hubungan yang harmonis dan sinergis 

antara Sekretariat DPRD dengan DPRD serta dengan seluruh stake holders dapat 

terjalin secara lestari. 

 Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 

Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari 

peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan 

strateji yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus 

memperhatikan masukan pihakpihak yang berkepentingan dan memberikan 

peluang untuk perubahan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan 

lingkungan strategis. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap 

instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan 

persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar 

itu, maka Misi Sekretariat DPRD yang akan memberikan arah tujuan dan sasaran 

yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1) Menata Sistem Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara 

2) Meningkatkan Kinerja Aparatur Melalui Pelayanan Yang Efektif dan 

Efisien. 

3) Meningkatkan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara  

4) Menumbuhkembangkan Hubungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat. 

 Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi 

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat 

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan pondasi penyusunan 

Rencana Strategis. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus 

diemban atau dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. 

 Dalam pelaksanaannya, keempat misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Utara tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain secara sinergis. 

Penataan sistem kerja yang baik akan menjadi landasan bagi peningkatan kinerja 

aparatur, sementara aparatur yang berkinerja tinggi dengan pelayanan yang efektif 

dan efisien akan mendorong peningkatan kinerja DPRD secara keseluruhan. 

Selanjutnya, kinerja DPRD yang optimal akan memperkuat hubungan yang 

harmonis antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat, sehingga tercipta tata kelola 

pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat Sumatera Utara. Dengan demikian, seluruh misi ini diarahkan untuk 

mewujudkan visi yang telah ditetapkan secara terencana, terukur, dan 

berkesinambungan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

demokratis. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

 Pada bab ini berisi cara menyajikan data yang didapat dari penelitian 

lapangan. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, 

dimana data di kumpulkan melalui tanya jawab dan wawancara kepada narasumber. 

Hal ini memberikan pemahaman yang jelas dan memungkinkan penarikan 

kesimpulan. Peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan cara wawancara 

langsung kepada beberapa informan di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Utara bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terkait dengan Strategi 

Good Governance dalam Penanganan Aspirasi di Kantor DPRD Provinsi Sumatera 

Utara.  

4.1.1 Deskripsi Informan 

 Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh seorang 

pewawancara kepada orang lain sebagai informan dan bertujuan mendapatkan 

suatu informasi mengenai suatu hal. Kedudukan pewawancara adalah sebagai 

penggali informasi dan informan sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan wawancara individual dengan menyiapkan terlebih dahulu 

daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan secara terstruktur. 

Pertanyaan pertanyaan tersebut sesuai dengan informasi yang dibutuhkan didalam 

penelitian. Wawancara individual dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-
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Kepala Bagian 

Fasilitasi, 

Penganggaran 

dan Pengawasan 

3 Tahun 40 Tahun 

Kepala Subagian 

Asirasi 

Penelaah Teknis 

Kebijakan 

Penelaah Teknis 

Kebijakan 

Aslamiah, SE 

Pengadministrsi 

Perkantoran 

pertanyaan kepada masing-masing informan. Adapun klasifikasi informan dibagi 

atas: 

Tabel. 4.1 Keadaan Informan Berdasarkan Jabatan, Usia dan Lama 

Bekerja di Kantor Sekretriat DPRD Provinsi Sumatera utara 

 

No.           Nama                         Jabatan                   Usia           Lama Bekerja                                   

1.       Muhammad Ikhsan        

 

 

  

2.       Sri Wahyuni                                                   40 Tahun             3 Tahun 

          SH., MH                                                                                                      

3.       Suwaibatul                                                      43 Tahun          17 Tahun 

 

4.       Hamlan                                                           49 Tahun            4 Tahun 

          Nasution, SE., M.Pd                                          

1. M. Dwi Junove                                               32 Tahun            5 Tahun  

 

Sumber: hasil penelitian, 2026 

a. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Narasumber berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi dua 

bagian yaitu: narasumber yang berjeniskelamin laki-laki dan narasumber yang 

berjenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.2 berikut disajikan presentase untuk 

masing-masing kategori: 

Tabel 4.2 Presentase Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No.                    Jenis Kelamin                                          Frekuensi 

 1.                         Laki-laki                                                      3 

 2.                       Perempuan                                                    2 
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                              Jumlah                                                        5 

Sumber: Hasil Penelitian, 2026 

 Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapt diketahui bahwa mayoritas informan 

berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang sedangkan 2 orang 

informan berasal dari jenis kelamin perempuan  

b. Informan Berdasarkan Jenis Usia 

 Narasumber berdasarkan usia diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu  

narasumber dengan usia 30-40 tahun dan 40-50 tahun. Pada tabel 4.3 berikut akan 

disajikan presetase narasumber berdasarkan usia: 

Tabel 4.3 Presentase Informan Berdasarkan Jenis Usia 

 

No.                          Usia                                             Frekuensi 

 1.                       30-40 Tahun                                           3  

 2.                       40-50 Tahun                                           2 

                              Jumlah                                                 5 

Sumber: Hasil Penelitian, 2026 

 Berdasarkan tabel diatas daat diketahui bahwa informan dengan usia 30-40 

tahun adalah sebanyak 3 orang sedangkan informan dengan usia 40-50 tahun 

sebanyak 2 orang. 

c. Informan berdasarkan lama bekerja di Kantor Sekretariat DPRD 

Provinsi Sumatera Utara 

 Informan berdasarkan lama bekerja di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Utara dapat di klasifikasikan menjadi 1 bagian, yaitu: 1-5 tahun lama 

bekerja. Pada tabel 4.4 berikut akan disajikan persentase informan berdasarkan 

lama bekerja: 
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Tabel 4.4 Presentase Informan Berdasarkan Lama Bekerja di Kantor 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara 

 

No.                        Lama Bekerja                              Frekuensi 

 1.                             1-5 Tahun                                         3             

                                   Jumlah                                            5 

Sumber: Hasil Penelitian, 2026 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa informan yang bekerja di 

Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah 1-5 Tahun sebanyak 5 

orang. 

4.1.2 Strategi Good Governance dalam Penanganan Aspirasi di Kantor 

DPRD Provinsi Sumatera Utara 

 Pada bab ini akan dijelaskan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 

saat penelitian berlangsung. Berikut disajikan hasil wawancara yang telah 

dilakukan kepada informan terkait permasalahan yang dibahas oleh penulis untuk 

menjawab fenomena yang diteliti berdasarkan kategorisasi penelitian: 

1. Strategi Good Governance 

a. Pengawasan  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 

2026 oleh Bapak Muhammad Ikhsan selaku Kepala Bagian Fasilitasi Aspirasi 

menyatakan bahwa, Peran fasilitasi aspirasi tidak hanya sekedar menerima tuntutan 

masyarakat tapi juga mengawasi dan melanjutkan tuntutan tersebut kepada 

pimpinan sampai ke tingkatan komisi yang terkait dengan permasalahannya dan 
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kemudian meneruskan kepada Ketua DPRD, setelah itu akan dilakukannya RDP 

terkait tuntutan masyarakat. Lebih lanjut lagi Muhammad Ikhsan mengatakan:  

"Hampir setiap hari ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi 

tergantung masalah apa karena kewenangannya berbeda. Kita 

menginventaris atau mencatat tuntutan dari masyarakat, kemudian kita input 

dan diteruskan ke pimpinan, jika itu menjadi tugas di Provinsi maka akan 

dilakukan langkah selanjutnya seperti RDP. Seperti kasus tanah di Deli 

Serdang perumahan masyarakat, kita tindak lanjuti dengan RDP Komisi 

yang terkait, kalau pertanahan di komisi A.” 

 

Ketika aksi unjuk rasa berlangsung, Bagian Fasilitasi aspirasi bertugas 

untuk mencari anggota dewan yang bersedia menerima aspirasi atau anggota dewan 

yang sedang bertugas piket, lalu membuat nota dinas, dan meneruskannya ke 

komisi terkait atau ke pemerintah pusat jika diperlukan. Apabila tidak ada anggota 

dewan yang tersedia, penerimaan aspirasi diterima oleh ASN yang bertugas di 

bagian Humas. Terkait dengan tidak hadirnya anggota dewan secara berkala dalam 

menerima aspirasi maka hal tersebut bukan tanggung jawab pihak aspirasi karena 

sudah di tetapkan pada jadwal piket yang telah dijadwalkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni pada tanggal 19 

Februari 2026 selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan bahwa: 

"Karena disini sifatnya memfasilitasi jadi kalau ada aksi demo tugas kita 

mencari anggota dewan, kemudian kita buat nota dinas nanti isinya ialah 

tuntutannya apa, kemudian di tanda tangani oleh dewan yang menerima dan 

di sampaikan oleh ketua DPRD, kemudian diteruskan juga ke komisi yang 

membawahi permasalahan tersebut, kalau tuntutannya dituju kepada 

kebijakan pusat maka kita menyurati Presiden atau Ketua DPR RI. Untuk 

memaksa harus di tindak lanjuti itu bukan kewenangan kami." 
 

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan fasilitasi aspirasi bersifat tim 

bukan hanya individu saja tapi melibatkan seluruh anggota Fasilitasi Aspirasi mulai 
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dari staf pelaksana, Kepala Sub Bagian, hingga Kepala Bagian sesuai dengan 

tugasnya masing-masing. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nasution 

pda tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan 

bahwa: 

"Kalau tentang pertanggung jawaban itu pasti menjadi tanggung jawab kami 

semua baik dari Staff, Kasubbag sampai kabag, semuanya kerja sama tim 

tidak ada yg khususnya saja harus di bagiannya masing-masing."  

Penyelenggaraan fasilitasi aspirasi yang baik membutuhkan koordinasi 

antar bagian yang telah dipersiapkan sebelum hari pelaksanaan, hal itu melibatkan 

pimpinan DPRD, anggota dewan, Sekretaris Dewan, Humas, Bagian Persidangan, 

dan staf pendukung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiah pada 

tanggal 18 Februari 2026 selaku Staf Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan 

bahwa: 

"Semuanya terlibat mulai dari pimpinan DPRD, Anggota Dewan, Sekwan, 

Kabag Fasilitasi Aspirasi, Humas, Kabag Persidangan dan semua kordinasi 

antar bagian itu harus jelas jadi sebelum hari h sudah di persiapkan, kalau 

dari bagian aspirasi yang bertanggung jawab tentunya Kabag Fasilitasi, 

kalau Staff juga tapi hanya pelengkapnya saja." 
 

Ruang lingkup kewenangan Bagian Fasilitasi Aspirasi hanya terbatas pada 

fungsi administratif, yaitu menerima tuntutan masyarakat, mencatat, melaporkan, 

dan meneruskan aspirasi ke komisi yang berwenang, mereka tidak memiliki 

kewenangan untuk memaksa dewan mengambil keputusan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dwi Junove pada tanggal 

27 Februari 2026 selaku Pengadministrasi Perkantoran mengatakan bahwa: 

"Tentunya kami yang bertanggung jawab mulai dari menerima sampai 

menyampaikan tapi tupoksi kami hanya sebatas menerima, melaporkan dan 

meneruskan ke komisi bukan memaksa dewan agar membuat keputusan 

atau memberi jawaban kepada penuntut aspirasi."  

b. Transparansi 

Transparansi penanganan aspirasi dilaksanakan dengan mengundang 

perwakilan masyarakat masuk ke gedung untuk bertemu langsung dengan anggota 

DPRD yang bertugas piket, serta mengundang mereka kembali saat Rapat Dengar 

Pendapat (RDP) agar dapat mengetahui dan mengikuti kalau proses aspirasinya 

sedang di tindak lanjut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ikhsan pada 

tanggal 20 Februari 2026 mengatakan bahwa: 

"Biasanya setelah kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi, salah satu 

perwakilan di panggil ke dalam gedung dan diterima oleh anggota DPRD 

yang piket. Kita akan melaporkan kembali kepada masyarakat yang 

menuntut, pada saat RDP dilakukan unsur dari penyampaian aspirasi juga 

akan diundang, jadi masyarakat tahu kalau aspirasinya di tindak lanjuti 

sesuai dengan ranah DPRD Provinsi."  
 

Setelah aspirasi diterima, Bagian Fasilitasi aspirasi meneruskannya ke 

komisi terkait untuk dibahas dalam RDP yang sudah dijadwalkan melalui Badan 

Musyawarah. Selama proses berlangsung, bagian fasilitasi aspirasi tetap memantau 

perkembangan dengan berkoordinasi bersama bagian-bagian yang terlibat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni pada tanggal 19 

Februari 2026 selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan bahwa: 
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"Karena setelah kami terima kemudian di tindak lanjutnya di komisi yang 

terkait, kemudian dibahas dalam RDP dan di undang ke Badan 

Musyawarah. Karena itu sudah menjadi ranah mereka, maka dari itu tugas 

kami hanya membuat laporan setelah itu dikirim ke Ketua dan Komisi yang 

bersangkutan seperti Komisi A bidang pemerintahan, tapi kami tetap 

memantau terus sampai mana prosesnya tentunya dengan berkordinasi juga 

dengan bagian lain yang bertugas." 

 

Aparatur Sekretariat DPRD memahami bahwa perannya sebatas fasilitator 

hanya sebagai alat pendukung bukan sebagai pengambil keputusan terhadap 

tutntutan masyarakat. Tapi kewenangan untuk menindaklanjuti tuntutan secara 

konkret tetap berada pada anggota dewan, pemerintah pusat atau gubernur. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran pada 

tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa: 

"Pada prinsipnya kami sangat berharap setiap tuntutan langsung di terima 

dan di tindak lanjuti tetapi kami bukan pembuat kebijakan atau orang yang 

membuat keputusan terhadap tuntutan masyarakat, apalagi DPRD ini kan 

wakil rakyat juga, membuat kebijakan itu tetap pemerintah pusat atau 

gubernur."  

 

Sebelum melakukan unjuk rasa, kelompok masyarakat diwajibkan melapor 

kepada Kepolisian dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPRD. Surat 

tersebut kemudian didisposisikan dari Sekretariat Dewan ke Ketua DPRD dan 

diteruskan ke Bagian Fasilitasi untuk dikoordinasikan dengan komisi terkait agar 

dapat berkoordinasi dengan anggota dewan untuk menerima aspirasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiah pada 

tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa: 

"Sebelum melakukan unjuk rasa beberapa hari itu mereka harus melaporkan 

kepada Poltabes agar mereka sebagai polisi juga bisa berkordinasi dan 

mereka juga tetap kirim surat ke kami biar kami juga bekerja sama dengan 

komisi, kemudian surat itu masuk ke sekwan, Ketua DPRD, baru ke pihak 

kami setelah itu kami disposisi ke pihak komisi yang terkait agar staff 
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komisi pun bisa menyiapkan dewannya untuk menerima aspirasi dan 

disambut." 

 

Bagian Fasilitasi Aspirasi bekerja sama dengan tiap komisi utuk menyusun 

jadwal piket penerima aspirasi setiap bulan yang ditandatangani Ketua DPRD. 

Setiap aspirasi yang diterima kemudian akan dikomunikasikan kepada koordinator 

pendemo melalui nomor telepon yang telah dicantumkan untuk diberi tahu sudah 

sampai mana prosesnya dan tentunya hal ini memerlukan kerjasama antara Kasubag 

Humas dan pihak fasilitasi aspirasi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dwi Junove pada tanggal 

27 Februari 2026 selaku Pengadministrasi Perkantoran mengatakan bahwa:    

"Tiap bulan itu di bagian Fasilitasi Aspirasi itu membuat jadwal penerima 

piket untuk anggota komisi, kita catat mana di bulan itu yang tidak 

berangkat dinas jadi tiap minggu dia berganti kemudian itu di tanda tangani 

oleh Ketua DPRD, kemudian. Setelah aspirasi diterima itu di tanda tangani 

oleh dewan atau Kasubag humas yang menerima aspirasi, lalu biasanya 

selaku Kasubag Humas itu meminta nomor telfon kordinator pendemo 

untuk memberi informasi perkembangan aspirasi," 

 

c.  Akuntabilitas 

Akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pelaporan yang responsif, di 

mana masyarakat yang aspirasinya akan ditindaklanjuti akan di informasikan 

berupa surat balasan atau dihubungi secara langsung, serta diundang hadir dalam  

RDP bersama komisi dan instansi terkait. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ikhsan pada 

tanggal 20 Februari 2026 selaku Kepala Bagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan 

bahwa: 

"Jadi aspirasi masyarakat itu kita himpun mana yang akan ditindak lanjuti 

maka masyarakatnya akan di beri surat balasan secepatnya atau di telfon 
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langsung untuk di tindak lanjuti tuntutannya dan diundang lagi kembali 

untuk di bahas dalam RDP dengan komisi dan pihak luar." 

Untuk menjawab pertanyaan masyarakat  atas perkembangan aspirasinya 

sampai ditahap mana, Bagian Fasilitasi aspirasi mengarahkan mereka ke komisi 

yang berwenang agar mendapatkan jawaban yang maksimal dan mendorong agar 

tuntutan segera dibahas dalam mekanisme RDP. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni pada tanggal 19 

Februari 2026 selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan bahwa: 

"Biasanya para pendemo kan ingin mengetahui perkembangan aspirasi yang 

mereka sampaikan. Dari pihak kami, langkah yang kami ambil adalah 

langsung mengarahkan mereka ke komisi terkait atau mendorong agar 

tuntutan tersebut segera dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), 

sehingga ada bagian yang lebih berwenang untuk memberikan jawaban." 
 

 Salah satu tantangan dalam akuntabilitas penanganan aspirasi adalah 

panjangnya proses yang dilalui untuk pengambilan keputusan karena melibatkan 

banyak pihak, terlebih lagi jika permasalahan sudah sampai ke wewenang 

kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap keputusan melewati proses 

persetujuan di tingkat nasional. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nasution 

pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan 

bahwa: 

"Aspirasi yang muncul di daerah itu tergantung pada situasi setempat, 

misalnya soal tanah atau masalah buruh yang tidak pernah selesai, tiap tahun 

pasti ada aja. Nah, kendalanya justru ada di sistem pengambilan 

keputusannya. Kalau persoalannya sudah menyangkut kebijakan pusat, ya 

semuanya harus nunggu persetujuan DPR RI dulu, tidak bisa langsung 

diputuskan di bawah. Kenapa terus-terusan dituntut bukan karena tidak di 

tindak lanjut, tapi memang jalannya panjang dan tidak selalu cepat 

merespons apa yang terjadi di lapangan."  
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Aspirasi yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Utara beragam 

permasalahan, mulai dari sengketa tanah PTPN, tanah ulayat, hingga persoalan 

buruh yang tidak pernah selesai. DPRD komisi berperan sebagai jembatan antara 

masyarakat dan intansi yang terkait permasalahan tersebut dalam mencari solusi 

melalui mekanisme kelembagaan yang tersedia. Karena proses pengambilaan 

keputusan tidak mudah maka perlu adanya waktu tambahan diluar estimasi yang 

sudah dijanjikan, yang kemudian menyebabkan masyarakat kembali menuntut 

aspirasi secara berulang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiah pada 

tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa: 

"Kebanyakan masalahnya itu tentang tanah ya tanah ptpn, tanah ulayat, 

buruh. Tapi tergantung masalah yang ada di indonesia juga misalnya 

sekarang lagi maraknya MBG atau misalnya dulu listrik mati mereka demo, 

yang dilakukan DPRD itu menampung, menerima mereka dan mengajak 

solusi apa yang bs di lakukan. Dan disini komisi itu berperan sebagai 

jembatan antar Dirut dan masyarakat "  
 

 Lamanya proses penyelesaian aspirasi merupakan konsekuensi dari 

kerumitan dalam pengambilan keputusan yang memerlukan berbagai pertimbangan 

dari berbagai pihak, terutama ketika tuntutan menyangkut kebijakan nasional. Jika 

dilihat dari bagian internal, koordinasi antara Bagian Fasilitasi dan komisi dewan 

berjalan tanpa kendala. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dwi Junove pada tanggal 

27 Febuari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa: 

"Kalau kendala dari pihak aspirasi dan dewan sendiri tidak ada ya, yang 

membuat aspirasi terus menerus dituntut itu karena harus melewati proses 
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yang panjang dan pengambilan keputusan yang matang apalagi kalau masuk 

ke ranah masalah nasional." 

2. Penanganan Aspirasi 

a. Keberlanjutan Aspirasi 

Keberlanjutan penanganan aspirasi dijaga melalui fungsi Sekretariat 

sebagai eksekutif pendukung anggota dewan, di mana Bagian Fasilitasi Aspirasi 

menyusun laporan dan membuat resume sebagai pendorong bagi komisi untuk 

segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ikhsan pada 

tanggal 20 Februari 2026 selaku Kepala Bagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan 

bahwa: 

"Jadi fungsi kita di Sekretariat ini sebagai eksekutifnya, banyak aspirasi 

masyarakat yang meminta bagaimana peran anggota DPRD, kami disini 

membuat laporan atau resume sebagai bagian yang menjadi pendorong alat 

kelengkapan dewan untuk tetap dan segera menindak lanjuti tuntutan 

masyarakat." 
 

Setiap aspirasi akan disimpan di dalam arsip dan jadwal piket yang teratur 

menjadi sandaran  keberlanjutan penanganan aspirasi, kemudian setiap komisi 

beranggotakan sampai 20 orang, sehingga penerimaan aspirasi merupakan bentuk 

tanggung jawab tim, bukan hanya individu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwaubatul Aslamiah pada 

tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa: 

"Karena kami sudah kordinasi dengan komisi dan memiliki jadwal piket dan 

di komisi itu kan isinya bukan 1 orang, tapi 1 komisi ada 20 orang dan semua 

laporan itu tersimpan di dalam arsip karena untuk menerima aspirasikan 

bukan hak 1 dewan saja, untuk menerima dan menyelesaikan persoalan 

masyarakat itu diselesaikan dalam bentuk tim."  
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Kendala dalam keberlanjutan penanganan aspirasi biasanya berasal dari 

faktor teknis seperti miskomunikasi internal pihak komisi atau bentroknya jadwal 

anggota dewan yang sedang bertugas piket dengan kegiatan dinas yang telah 

terjadwal sebelumnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nasution 

pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan 

bahwa: 

"Salah satu kendalanya kalau aspirasi itu lama di proses mungkin seperti 

kadang kita sudah buat jadwal minggu ini komisi apa yang bertugas 

kemudian yang sedang piket ini misscomunication dengan staffnya 

kemudian bisa jadi yang lagi piket ada kegiatan lain juga misalnya 

kunjungan kerja, reses dll." 
 

Dalam melaksanakan kegiatan RDP terdapat juga hambatan buakn dari 

sulitnya mengatur jadwal rapat tapi seperti lemahnya kelengkapan dokumen dari 

pihak masyarakat itu sendiri, seperti ketidakmampuan menunjukkan bukti 

kepemilikan tanah atau rumah yang sah secara hukum. 

Berdasarkan hasil wawancara denga Ibu Suwaibatul Aslamiah pada tanggal 

18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa:  

"Setelah kita mengadakan RDP itu, kadang ada masalah itu misalnya tanah 

masyarakat itu kadang tidak bisa menunjukkan bukti surat tanah yang 

mereka miliki, kepemilikan rumahnya juga tidak ada itu yg buat prosesnya 

gantung dan sulit untuk membuat keputusannya, kalau anggota dewan itu 

aktif semua, sangat kami usahakan yang demo itu dibuat nyaman, diterima 

dan dibawak ke anggota dewan untuk lanjut dengan RDP." 

 

Tuntutan masyarakat selalu berbeda tiap melakukan unjuk rasa yang 

kemudian mengakibatkan lamanya pengambilan keputusan karena banyak pihak 

yang harus di hubungkan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Koordinasi 
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antara Bagian Fasilitasi dan komisi dewan harus terus berjalan agar memastikan 

setiap laporan terpantau perkembangannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dwi Junove pada tanggal 

27 Februari 2026 selaku Pengadministrasi Perkantoran mengatakan bahwa: 

"Kendalanya yang pasti banyak proses yang dilalui, banyak keputusan yang 

harus di pertimbangkan dan itu pasti memakan waktu, belum lagi tuntutan 

kan tidak hanya 1 apalagi kalau tuntutannya ke tingkat pusat maka kita harus 

menunggu keputusan disana, kalau dari anggota dewan sendiri jarang ada 

kendala karena kami terus bekerja sama dengan pihak komisi apakah sudah 

diterima atau belum laporan kami."  

b. Efektivitas 

Efektivitas penanganan aspirasi dipengaruhi oleh cara penyampaian yang 

digunakan dan ketepatan sasaran tuntutan. Penyampaian aspirasi yang disampaikan 

dengan tertib tanpa kericuhan. Dan sebelum menyampaikan tuntutan harus 

mengetahui instansi mana yang berwenang karena akan lebih mudah difasilitasi 

dibandingkan penyampaian yang tidak kondusif dan mengakibatkan salah alamat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ikhsan pada 

tanggal 20 Februari 2026 selaku Kepala Bagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan 

bahwa: 

"Sebenarnya aspirasi masyarakat itu sangat baik, berarti masyarakat masih 

peduli dan menyampaikan aspirasi tandanya aspirasi masyarakat kita tidak 

apatis tapi hendaknya aspirasi itu disampaikan dengan cara yang baik, 

karena beberapa kali di kantor kita ini mengalami kerusakan karena cara 

menyampaikannya kurang baik, kemudian dalam nyampaikan aspirasi kita 

harus tahu ini tugas siapa biar aspirasi tidak salah alamat, apakah bisa atau 

tidak peran DPRD untuk menyampaikan aspirasi, kan sayang kalau tidak di 

tindak lanjuti." 

 

Selain unjuk rasa ada banyak cara agar aspirasi dapat disalurkan, seperti 

melalui mekanisme kegiatan reses dan kunjungan kerja. Dimana hasil penyerapan 
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aspirasi tersebut kemudian dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang 

diinput melalui SIPD dan dilaporkan ke BAPELITBANG untuk ditindaklanjuti 

dalam perencanaan daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni pada tanggal 19 

Februari 2026 selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan bahwa: 

"Cara penyampaian aspirasi kan banyak bukan unjuk rasa aja, ada reses 

untuk menyerap aspirasi dan ada nanti namanya pokok pokok pikiran 

DPRD, dia di input melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 

nanti dari SIPD kemudian dibahas dan dilaporkan ke Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANG) 

dan itu bisa jadi salah satu cara aspirasi di terima dan di tindak lanjuti."  
 

Efektivitas penanganan aspirasi juga terkendala oleh ketidaksesuaian antara 

ekspektasi masyarakat dengan prosedur kelembagaan, khususnya terkait 

penjadwalan RDP yang harus melalui Badan Musyawarah atau Rapat Pimpinan 

sebelum dapat dilaksanakan karena setiap proses penanganan memiliki prosedur 

yang sudah ditentukan, meskipun demikian pihak fasilitasi aspirasi tetap menerima 

dan meneruskan tuntutan masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nasution 

pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan 

bahwa: 

"Tergantung pendemonya juga cara mana yang ingin mereka pakai apakah 

dengan unjuk rasa atau RDP, misalnya pendemo mau RDP dan itukan ada 

prosesnya dan komisi terkait itu sudah membuat misalnya 1 bulan ini 

misalnya 4x rdp, ada yg pendemo mau langsung di bulan itu juga, sedangkan 

rdp itu hrs di lanjutkan ke banmus/rapim lagi baru di jadwalkan lagi rdp 

selanjutnya itu yang membuat jadwalnya kurang pas dia. Tapi kami tetap 

selalu menerima tuntutan dalam bentuk lisan ataupun tulisan."  
 

Mekanisme penerimaan langsung di dalam gedung DPRD disertai surat 

aspirasi resmi dan langsung dihadapan anggota dewan dinilai sebagai cara yang 
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paling ampuh, apabila tuntutan masyarakat sudah menyangkut kewenangan pusat 

misalnya seperti gubernur dan DPR RI makan pihak yang bertugas langsung 

mengirim surat tuntutan tersebut di hari yang sama atau bisa juga dikirimkan pada 

hari berikutnya sesuai dengan persetujuan Ketua DPRD Provinsi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiah pada 

tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa: 

"Kalau yang efektif itu pasti dengan cara langsung diterima di depan gedung 

DPRD, menerima surat aspirasi, disampaikan ke dewan apa mau mereka 

kalau itu ranahnya ke pusat, kita akan mengirim langsung suratnya dan 

mereka akan menunggu prosesnya, besoknya kami kirim suratnya ke pusat 

atau bisa juga ketemu langsung perwakilan 5 orang masuk ke dalam secara 

tertutup jadi mungkin lebih efektif ya itu secara langsung." 

 

Penyampaian aspirasi melalui perwakilan dalam bentuk audiensi atau RDP 

dinilai paling efektif saat ini dan dapat menciptkan suasana yang kondusif, jika 

semuanya sudah sesuai prosedur maka pihak yang bertugas akan menghubungkan 

kepada perwakilab penuntut asirasi agar dilakukan pertemuan langsung yang lebih 

terencana dan langsung berdialog yang nantinya akan lebih substantif antara 

masyarakat dan Lembaga yang berkaitan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dwi Junove pada tanggal 

27 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa: 

"Tentunya yang paling efektif itu ya lewat perwakilan saja, bisa audiensi 

atau RDP. Mereka cukup kirim surat dulu, nanti kami terima dan tinggal 

dijadwalkan kapan bisa hadir. Kalau isunya memang sudah skala nasional, 

sudah pasti langsung kami terima, daripada datang dengan massa yang 

banyak yang ada keadaan jadi kurang kondusif." 
 

c. Pelayanan 

Peningkatan kualitas pelayanan aspirasi kedepannya akan diusulkan pada 

pengembangan sistem pengelolaan aspirasi digital yang memungkinkan 
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masyarakat memantau status aspirasi mereka sudah smpai di tahap mana melalui 

website yang telah disediakan sebagai bentuk inovasi layanan berbasis teknologi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ikhsan pada 

tanggal 20 Februari 2026 selaku Kepala Bagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan 

bahwa: 

"Kalau ditanya saya pasti lebih menguatkan di pihak internal sih, kami di 

bagian aspirasi ini, saya sedang mencoba aspirasi masyarakat yang kami 

tampung bisa jadi nanti ditampung dalam sistem seperti laporan digital 

karena semua kan sekarang udah teknologi jadi masyarakat bisa melihat 

mana aspirasi yang sudah di tindak lanjuti mana yang belum." 
 

Kualitas pelayanan Bagian Fasilitasi yang sangat perlu di tingkatkan, hal itu 

bergantung juga pada koordinasi dengan Bagian Humas dan Protokol, mengingat 

ketiganya memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam proses penerimaan dan 

komunikasi aspirasi kepada publik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni pada tanggal 19 

Februari 2026 selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Aspirasi mengatakan bahwa: 

"Tupoksi kami di bagian fasilitasi mengharuskan kami untuk lebih 

mengutamakan pengelolaan dan penerimaan aspirasi masyarakat. Itu yang 

menjadi prioritas utama kami. Dalam pelaksanaannya, kami tidak bekerja 

sendiri kami selalu berkoordinasi dengan bagian Humas dan Protokol, 

karena kedua bagian ini saling berkaitan langsung dengan tugas kami. Oleh 

karena itu antara fasilitasi, humas, dan protokol adalah yang harus terus 

diperkuat ke depannya."  
 

Pelayanan aspirasi di lapangan dilaksanakan secara terpadu antara Bagian 

Fasilitasi, Humas, dan aparat kepolisian. Akan tetapi situasi di lapangan tidak selalu 

kondusif akibat adanya provokasi atau campur tangan dari pihak luar yang turut 

serta dalam aksi unjuk rasa hal tersebut menjadi faktor terbesar dalam menerima 

aspirasi sekaligus menjadi hambatan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nasution 

pada tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan 

bahwa: 

"Kalo kami sendiri tetap kerja tim turun ke lapangan dan bekerja sama 

dengan humas, kalau polisi itu sudah jadi SOP dalam UU masyarakat karena 

demo itukan  pakai fasilitas umum kayak jalan raya makanya itu wajib lapor 

dulu ke Polres atau Polsek. Jadi polisi pasti sudah stand by untuk berjaga 

dan mereka juga melindungi objek vital negara seperti gedung ini. Karena 

ini memang sudah tugas kami, jadi kami selalu siap kalau sewaktu-waktu 

diinformasikan" 

 

Pelayanan aspirasi melibatkan seluruh staf dari berbagai tingkatan yang 

kemudian bersama-sama menjemput anggota dewan yang bersedia dan menyiapkan 

fasilitas pendukung. Situasi yang berujung ricuh umumnya dipicu oleh keterbatasan 

kehadiran anggota dewan akibat adanya jadwal rapat mendadak, reses, atau dinas 

luar daerah, dengan demikian pihak DPRD yang bertugas tetap bertanggung jawab 

untuk mencari anggota dewan pengganti agar tetap bisa menerima aspirasi 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwaibatul Aslamiah pada 

tanggal 18 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa: 

"yang kami hadapi masyarakat skala besar dan staff itu harus semua turun 

dan bekerja sama dengan humas dan polisi untuk berjaga jaga, untuk staff 

itu ada eselon 3 dan 4 dan serta eselon yang di persidangan itu menjemput 

anggota dewan dan staff yang ada di komisi. Fasilitas pendukung itu seperti 

menyediakan polisi juga termasuk, alat rekam dll. Kalau berujung ricuh itu 

karena keterbatasan dewan mungkin masyarakat lama menunggu atau 

mereka mau langsung Ketua DPRD yang langsung turun” 
 

Standar prosedur penerimaan aspirasi ialah mengharuskan pemberitahuan 

kepada pihak kepolisian, meskipun jika ada aspirasi yang dilakukan tanpa izin 

resmi pun tetap diterima oleh pihak yang bertugas. Format penerimaan disesuaikan 
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dengan kondisi lapangan, mulai dari pertemuan di dalam ruangan hingga 

penerimaan langsung di luar gedung, dengan tetap mengacu pada SOP kepolisian 

yang membatasi jumlah massa yang dapat masuk ke dalam gedung dikarenakan 

anggota dewan tidak mau mengambil resiko ketika terjadi hal yang tidak diinginkan 

di dalam gedung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dwi Junove pada tanggal 

27 Februari 2026 selaku Penelaah Teknis Kebijakan mengatakan bahwa: 

"Polisi itu memang udah jadi keamanan wajib, karena memang wajib di 

infokan sebelum demo, jadi kalau tidak ada izin dianggap illegal tapi tetap 

kami terima juga, kalau fasilitas itu tergantung dewannya juga mau 

menerima langsung di depan atau mau di panggil ke dalam kami sediakan 

ruangan, alat rekam dll. Ada yang dewan itu mintak perwakilan aja yang 

masuk ke dalam sementara pendemo ini tidak mau, maunya semuanya 

masuk atau dewannya yang turun ke depan disitulah kadang gak cocoknya” 

 

4.2 Pembahasan  

1. Strategi Good Governance 

Pengawasan dalam penanganan aspirasi berjalan melalui mekanisme 

pencatatan, inventarisasi, dan penerusan aspirasi secara berjenjang. Aspirasi yang 

diterima diteruskan kepada pimpinan dan komisi yang sesuai, atau kepada 

pemerintah pusat apabila permasalahan berada di luar kewenangan daerah. 

Mekanisme piket yang dilakukan secara bergilir antar komisi yang disahkan setiap 

bulan oleh Ketua DPRD menjadi sandaran struktural agar penerimaan aspirasi tetap 

berjalan secara berlanjut. Kondisi ini sesuai dengan prinsip pengawasan menurut 

Nurhidayat (2023) yang menekankan bahwa pengawasan harus bersifat 

kelembagaan, bukan sekadar individual. 
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Namun, terdapat keterbatasan struktural yang cukup signifikan. Bagian 

Fasilitasi Aspirasi tidak memiliki kewenangan untuk menegur atau mendesak 

anggota dewan yang tidak hadir menerima aspirasi kepada BKD. Akibatnya, 

efektivitas pengawasan masih sangat bergantung pada koordinasi antar bagian. 

Penguatan regulasi internal yang mengatur mekanisme substitusi dan kehadiran 

anggota dewan perlu dikembangkan agar fungsi pengawasan tidak mudah 

terganggu oleh faktor individual. 

Transparansi diwujudkan melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam 

proses kelembagaan. Perwakilan kelompok yang menyampaikan aspirasi kemudian 

diundang bertemu dengan anggota dewan dan ketika aspirasi ditindaklanjuti 

melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), masyarakat diundang kembali untuk hadir 

dan memantau jalannya pembahasan. Setiap aspirasi juga didokumentasikan dalam 

nota dinas tertulis yang ditandatangani oleh penerima aspirasi pada saat itu dan 

dilaporkan kepada Ketua DPRD. Praktik ini sejalan dengan prinsip transparansi 

menurut Nurhidayat (2023) yang menekankan pentingnya aliran informasi yang 

terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. 

Meski demikian, transparansi yang berjalan masih bersifat prosedural. 

Kapasitas Bagian Fasilitasi Aspirasi sebatas menerima dan meneruskan, bukan 

memutuskan atau memberi jawaban di waktu yang sama, sehingga transparansi atas 

substansi kebijakan berada di luar jangkauannya. Untuk itu, diperlukan strategi 

komunikasi yang lebih mendalam kepada publik agar ekspektasi masyarakat 

terbentuk secara realistis sejak awal proses. 
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Akuntabilitas tercermin dari mekanisme umpan balik berupa surat balasan 

atau komunikasi langsung kepada masyarakat yang aspirasinya akan 

ditindaklanjuti, serta diberikan undangan hadir dalam RDP. Pertanggungjawaban 

bersifat tim, melibatkan seluruh jenjang dari staf pelaksana hingga kepala bagian. 

Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam Good Governance menurut 

Nurhidayat (2023) dan tujuan Good Governance menurut Moenek (2019) yang 

menghendaki sistem pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab kepada publik. 

Tantangan terbesar akuntabilitas terletak pada panjangnya rantai birokrasi, 

terutama ketika aspirasi menyangkut kewenangan pemerintah pusat yang 

mengharuskan proses menunggu persetujuan di tingkat Gubernur atau nasional. 

Kondisi ini menciptakan kesenjangan persepsi antara masyarakat yang merasa 

aspirasinya tidak ditindaklanjuti dengan proses yang sesungguhnya sedang 

berjalan. Peristiwa kericuhan pada Agustus 2025 sebagian besar merupakan 

dampak dari kesenjangan persepsi ini. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pelaporan 

berkala agar masyarakat dapat memantau status aspirasi mereka secara mandiri. 

Keberlanjutan penanganan aspirasi dijaga melalui sistem pengarsipan yang 

tertib dan penyusunan resume aspirasi sebagai pendorong bagi komisi untuk segera 

menindaklanjuti tuntutan masyarakat. Koordinasi aktif antara Bagian Fasilitasi dan 

komisi-komisi dewan memastikan setiap laporan tetap terpantau 

perkembangannya. Hal ini mencerminkan fungsi Good Governance menurut Peters 

(2023) yang menekankan pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif 

disertai pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan. 
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Dengan demikian, keberlanjutan ini masih rentan terhadap hambatan teknis 

seperti miskomunikasi internal, benturan jadwal anggota dewan dengan kegiatan 

resmi lain, serta ketidaklengkapan dokumen dari pihak masyarakat yang kerap 

membuat pembahasan dalam RDP tertunda. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan 

proses masih sangat bergantung pada faktor koordinasi antar kelompok, sehingga 

diperlukan mekanisme eskalasi otomatis terhadap aspirasi yang belum mendapat 

respons dalam batas waktu tertentu. 

2. Penanganan Aspirasi  

Efektivitas penanganan aspirasi sangat ditentukan oleh metode 

penyampaian yang digunakan. Metode yang terbukti paling efektif adalah audiensi 

langsung dengan perwakilan terbatas disertai surat aspirasi resmi, karena 

memungkinkan dialog yang lebih substantif dan kondusif. Untuk aspirasi yang 

menyangkut kewenangan nasional, pengiriman surat resmi kepada pihak pusat pada 

hari yang sama atau langsung ditindak pada hari itu juga dinilai sebagai langkah 

yang paling tepat. Temuan ini sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas 

menurut Nurhidayat (2023) yang menghendaki setiap proses pemerintahan 

menghasilkan outcome optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang ada. 

Faktor penghambat utama efektivitas adalah ketidaksesuaian antara 

ekspektasi masyarakat dengan prosedur penjadwalan RDP yang harus mendapat 

persetujuan dari Badan Musyawarah atau Rapat Pimpinan terlebih dahulu. Selain 

itu, penyampaian aspirasi yang salah alamat jika ditujukan kepada DPRD padahal 

kewenangan penyelesaiannya berada di instansi lain bisa menjadi sumber hambatan 
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yang perlu diatasi melalui sosialisasi mekanisme aspirasi kepada publik secara lebih 

terstruktur. 

Pelayanan aspirasi telah dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku 

dengan dukungan fasilitas yang memadai, termasuk ruang penerimaan untuk 

diskusi, alat dokumentasi, dan pengamanan dari aparat kepolisian. Format 

penerimaan bersifat fleksibel sesuai kondisi lapangan, dan aspirasi yang 

disampaikan tanpa izin resmi pun tetap diterima sebagai bentuk komitmen lembaga 

terhadap pelayanan yang tidak diskriminatif. Hal ini mencerminkan prinsip daya 

tanggap dan profesionalisme dalam Good Governance yang dikemukakan 

Nurhidayat (2023). 

Tantangan lapangan muncul ketika terjadi ketidaksepakatan antara SOP 

penerimaan dengan keinginan massa yang menuntut seluruh peserta unjuk rasa 

dapat masuk ke dalam gedung atau pimpinan DPRD diminta turun langsung. Situasi 

ricuh umumnya dipicu oleh keterbatasan kehadiran anggota dewan akibat jadwal 

yang berbenturan, ditambah provokasi dari pihak luar yang ikut dalam aksi. Untuk 

ke depannya, pengembangan sistem pelaporan digital yang memungkinkan 

masyarakat memantau status aspirasi mereka secara mandiri merupakan inovasi 

yang sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat 

transparansi dan akuntabilitas secara bersamaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka simpulan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Pengawasan berjalan sistematis melalui pencatatan, inventarisasi, dan 

penerusan aspirasi secara berjenjang. Jadwal piket komisi yang disahkan Ketua 

DPRD setiap bulan menjadi sandaran struktural keberlangsungan fungsi ini. 

Namun, ketiadaan kewenangan Bagian Fasilitasi untuk mendesak anggota 

dewan yang tidak hadir menyebabkan pengawasan masih sangat bergantung 

pada koordinasi antar bagian. 

2. Transparansi diwujudkan melalui keterlibatan perwakilan masyarakat dalam 

pertemuan langsung dengan anggota dewan piket serta pengundangan kembali 

saat RDP berlangsung. Meski demikian, transparansi masih bersifat prosedural 

karena kewenangan atas substansi keputusan tetap berada pada komisi dewan 

atau pemerintah pusat, bukan pada Bagian Fasilitasi Aspirasi. 

3. Akuntabilitas tercermin dari mekanisme umpan balik berupa surat balasan dan 

undangan RDP, dengan pertanggungjawaban yang bersifat tim mulai dari staf 

pelaksana hingga Kepala Bagian. Kendala utama adalah panjangnya rantai 

birokrasi ketika aspirasi menyangkut kewenangan pemerintah pusat, yang 

menciptakan kesenjangan persepsi antara masyarakat dan proses yang 

sesungguhnya berjalan. 
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4.  Keberlanjutan aspirasi dijaga melalui sistem pengarsipan tertib dan 

penyusunan resume yang mendorong komisi menindaklanjuti tuntutan. 

Koordinasi aktif antara Bagian Fasilitasi dan komisi dewan memastikan setiap 

laporan terpantau. Hambatan teknis seperti miskomunikasi internal, benturan 

jadwal dewan, serta ketidaklengkapan dokumen masyarakat kerap 

menyebabkan proses tertunda. 

5. Efektivitas tertinggi dicapai melalui audiensi perwakilan terbatas disertai surat 

aspirasi resmi, karena memungkinkan dialog yang lebih substantif dan 

kondusif. Hambatan utama adalah ketidaksesuaian antara ekspektasi 

masyarakat dengan prosedur penjadwalan RDP yang harus melewati Badan 

Musyawarah atau Rapat Pimpinan, serta penyampaian aspirasi yang tidak tepat 

sasaran instansi. 

6. Pelayanan telah dilaksanakan sesuai SOP dengan format fleksibel 

menyesuaikan kondisi lapangan, termasuk tetap menerima aspirasi tanpa izin 

resmi sebagai wujud komitmen non-diskriminatif. Tantangan muncul ketika 

terjadi ketidaksepakatan antara prosedur penerimaan dan tuntutan massa, yang 

seringkali diperparah oleh keterbatasan kehadiran anggota dewan dan 

keterlibatan pihak luar dalam aksi. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis daat memberi 

saran sebagai berikut: 
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1. Perlu adanya dibuat regulasi internal yang mengatur mekanisme penggantian 

anggota dewan piket beserta sanksi administratifnya jika sudah melebihi batas 

yang ditentukan, sekaligus memberikan kewenangan kepada Bagian Fasilitasi 

untuk berkoordinasi langsung dengan Badan Kehormatan Dewan guna 

menjaga fungsi pengawasan tetap berjalan. 

2. Transparansi perlu adanya pengembangan portal aspirasi digital yang 

memungkinkan masyarakat memantau status aspirasinya secara mandiri dari 

tahap penerimaan hingga pengiriman surat ke pemerintah pusat, guna 

mempersempit kesenjangan informasi dan meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap proses kelembagaan. 

3. Akuntabilitas perlu ditetapkan sistem pelaporan berkala yang mewajibkan 

Bagian Fasilitasi atau bagian humas menyampaikan perkembangan status 

aspirasi kepada pemohon dalam rentang waktu tertentu, sehingga masyarakat 

tidak perlu melakukan unjuk rasa ulang semata karena ketidakjelasan informasi 

perkembangan aspirasinya. 

4. Keberlanjutan, perlu adanya pendampingan administratif bagi masyarakat dan 

sistem pelaporan yang otomatis perlu terus disediakan, agar setiap aspirasi 

yang tidak mendapat respons dalam batas waktu tertentu langsung dilaporkan 

kepada pimpinan, sehingga tidak ada tuntutan yang terbengkalai akibat 

hambatan teknis. 

5. Efektivitas, perlunya diintensifkan sosialisasi mekanisme penyampaian 

aspirasi yang tepat sasaran kepada masyarakat, termasuk penjelasan perbedaan 
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kewenangan antara DPRD Provinsi dan instansi lainnya, agar masyarakat dapat 

memilih metode dan instansi yang paling sesuai dengan substansi tuntutannya. 

6. Terkait dengan pelayanan koordinasi antara Bagian Fasilitasi, Humas, dan 

aparat keamanan perlu diperkuat dalam satu komando terpadu yang 

direncanakan sebelum hari pelaksanaan, lengkap dengan prosedur komunikasi 

yang jelas kepada massa jika anggota dewan berhalangan hadir, agar situasi 

tetap terkendali. 
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